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ABSTRACT

The issuance of Government Regulation in Lieu of (Berpu) Number 2 Year 2022 on Job
Creation has a significant impact on building pésnin Indonesia. The Perpu aims to
encourage the acceleration of building permits egucing bureaucracy and improving
efficiency in the approval process. However, altffouhis regulation provides steps in
changing building licensing regulations, there #&meitations on the authority of local
governments in issuing building approvals after éhactment of the regulation. Surabaya
City Government's authority to issue PBG is throtlgh Office of Investment and Integrated
Stu Pintu (DPMPTSP) based on technical recommemntatirom the Office of Public
Housing and Settlement Areas and Land (DPRKPP)prdniding Building Permit services
to the community, it needs to be supported by aateqgiinancing. Local revenues, including
Local Tax and Retribution (PDRD) revenues, as &gdl in Law Number 1 Year 2022 on
Financial Relations between the Central GovernraadtLocal Governments have regulated
the types of retribution that can be collected by tocal Government when providing
services to the community. The types of retributibat can be levied on the community
include Building Construction Permit Retribution iain is used for regional expenditure in
the form of funding the implementation of governmexifairs that fall under regional
authority. One of the mandatory affairs relatedbtsic services, the implementation of
building construction in regency/city areas, incéhgdthe granting of Building Construction
Permit, is one of the priorities in allocating regal expenditure. Local governments are
authorized to collect IMB/PBG retribution, by firgstablishing a local regulation on
retribution in accordance with the provisions af$aand regulations.

Keywords: PBG, Authority, Local Revenue.

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 TaR0R0 tentang Cipta Kerja
dimana UUCK ini telah dinyatakan inkonstitusionarsyarat dan digantikan oleh Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nombalin 2022 tentang Cipta Kerja
memberikan dampak signifikan terhadap perizinangbaan di Indonesia. Perpu ini
bertujuan untuk mendorong percepatan perizinanuargdengan mengurangi birokrasi dan
meningkatkan efisiensi dalam proses persetujuarubBbean substansi fundamental dalam
proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedumg g#éuangkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturlakdamaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menmsfah satu turunan dari UUCK
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telah mengubah nomenklatur perizinan dari Izin Mekah Bangunan (IMB) menjadi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penyelengg&B&h tersebut dilakukan melalui
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMB&MBG merupakan portal
perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunann@ge8ertifikat Layak Fungsi, SBKBG,
RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung. SIMBG dihanagkpat membantu Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedumilayahnya sehingga lebih
tertib dan transparan sesuai dengan prosedur géaty ditetapkan. Dengan adanya SIMBG,
diharapkan proses penyelenggaraan bangunan gedigag menjadi lebih efektif dan
koordinasi antar perangkat daerah terkait mengdahljelas.

Namun, meskipun Perpu Cipta Kerja ini memberikamgkah-langkah dalam mengubah
peraturan perizinan bangunan, terdapat batasan nleegan pemerintah daerah dalam
penerbitan persetujuan bangunan gedung pasca lneyRerpu tersebut.

Perpu Cipta Kerja memberikan kewenangan pusatkumignyusun aturan yang
mengatur proses perizinan bangunan. Pemerintaldaarus memastikan bahwa peraturan
daerah yang dibuat sesuai dengan ketentuan daanayahg diberikan oleh peraturan pusat.
Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenanganndateenyusun peraturan daerah terkait
perizinan bangunan, mereka harus memastikan kensisiengan peraturan pusat tersebut.
Pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan peragaag bertentangan dengan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Perpu Cipta Kerja. Pietad daerah harus memperhatikan
batasan kewenangannya dalam menentukan persyal@aprosedur perizinan bangunan.
Perpu Cipta Kerja telah menetapkan beberapa patayayang bersifat nasional, sehingga
pemerintah daerah harus memastikan agar persyatataprosedur yang ditetapkan tidak
bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dalamgagla&in perizinan bangunan, pemerintah
daerah perlu menjalin kerjasama yang baik denganepetah pusat. Komunikasi dan
koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat diaerah akan memastikan pemahaman
yang sama terhadap tujuan Perpu Cipta Kerja dagegt@aan perizinan bangunan yang
efisien. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewsyaan dalam penerbitan persetujuan
bangunan gedung, pemerintah pusat tetap memilikinpgalam penegakan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan perizinan bangunan. Pemerii#aiah harus memastikan bahwa
proses perizinan bangunan dilakukan dengan baik simuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam mengukur originalitas penelitian yang ditelpenulis mencari beberapa
referensi penelitian. Jurnal Zayanti Mandasari gydrerjudul “AAUPB Dan Dinamika
Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedungjanalisis konsep Layanan Perizinan
ditunjau dari AAUPB Dan bagaimana dinamika Layaarizinan Persetujuan Bangunan
Gedung di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitersebut berbeda dengan penelitian yang
ditulis peneliti. Perbedaannya terletak pada peatahan yang diangkat serta objek lokasi
penelitian. Persamaannya terletak pada kebijakaerppan Persetujuan Bangunan Gedung
pada suatu Kota/Kabupaten.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang disuwlen Mendra Wijaya dan
Syafhendry dari Universitas Islam Riau, yang berjutPersetujuan Bangunan Gedung;
Inovasi Kebijakan atau Involusi Kebijakan?”, menglgs mengenai dampak perubahan
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kebijakan perubahan IMB menjadi PBG terhadap pemggjaraan perizinan bangunan
gedung. Penelitian tersebut berbeda dengan pameling ditulis peneliti. Perbedaannya
terletak pada permasalahan yang diangkat. Persayeaterletak pada penyelenggaraan
perizinan bangunan melalui PBG.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dikajeh Maret Priyanta berjudul
“Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mdwehg Kemudahan Berusaha Menuju
Bangsa yang Adil dan Makmur”, yang menganalisa raeagbeberapa permasalahan terkait
dengan tumpang tindih perizinan mendirikan bangwardara lain apakah berbagai peraturan
perundang-undangan terkait perizinan mendirikan gbaan tumpang tindih dalam
pelaksanaannya, kedudukan pertimbangan teknis dglamses perizinan mendirikan
bangunan di Indonesia saat ini serta arah kebijpeaigaturan mendirikan bangunan untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yand dah Makmur. Perbedaan
antara penelitian tersebut dengan peneliti yangjidikeh penulis terletak pada permasalahan
yang diangkat, yaitu penulis melakukan peneliti@antdang batasan kewenagan dari
Pemerintah Kota Surabaya dalam penerbitan PBGaieennya, penerbitan PBG di suatu
daerah adalah untuk mendukung kemudahan berusaha.

Berdasarkan latar belakang permasalahan terseipgroth rumusan masalah
pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimanakahadzet wewenang Pemerintah Kota
Surabaya Dalam Penerbitan Persetujuan BangunannG€eBG) Pasca Berlakunya Perpu
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan rumusasalah kedua yaitu Akibat Hukum
berlakunya Perpu No. 2 Tahun 2022 terhadap pemarliersetujuan Bangunan Gedung
(PBG).

Dalam menerapkan rencana kebijakan tersebut, PamterKota Surabaya perlu
mempertimbangkan alasan hukum dari Pemerintah Kotabaya dalam mengalokasikan
program Padat Karya dengan menggunakan dana APBD bdgaimana pertanggung
jawaban hukum bagi pemerintah Kota Surabaya atagapekasian program Padat Karya
dengan menggunakan dana APBD di Kota Surabaya dmt@dm Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitianaotalah penelitian hukum
normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu proseaenelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dasi sormatifnya. Logika dalam
penelitian hukum normatif dibangun berdasarkanptirsilmiah dan cara-cara kerja ilmu
hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hokutu sendiri terutama peraturan
peraturan hukum sebagai suatwctured whole of systefibrahim 2010). Jenis penelitian
hukum ini yang bersifat preskriptif dengan mengkagrmasalahan hukum dari perpektif
hukum positif negara dalam sistem peraturan pengxdadangan maupun dalam putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,ridettoktrin ahli hukum, dan bahan
kepustakaan lainnya berkaitan dengan objek peareliti
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Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan adengpaksud untuk
mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum ggegmasalahkan untuk ditemukan
jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang dignndédam menyusun penelitian ini
adalah pendekatan konsept@abnceptual approachylan pendekatan perundang-undangan
(statuteapproach)

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan daanelitian ini, maka fokus
penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer lbighan hukum sekunder. Penelitian ini
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah aemat bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer terdaii demua peraturan perundang-
undangan terkait topk yang dibahas. Adapun bah&uarhisekunder, yang digunakan dalam
jurnal ini menggunakan literatur-literatur yang Hogsungan dengan permasalahan dalam
penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiahakalah berbagai pertemuan ilmiah, dan
disertasi yang berisi konsep, prinsip, teori, doktdan pandangan para sarjana yang
berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek petnaati ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitiadilakukan dengan metode
studi kepustakaaflibrary research)yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan seseagath permasalahan yang akan
dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajiararbdtukum untuk mencari solusi
maupun isu hukum yang diteliti. Analisis bahan hukdalam penelitian ini menggunakan
analisis yang mengacu pada permasalahan tertemyg wyikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan beserta bahan hukum sekundgr dieaitkan dengan isu hukum.
Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang mergadan pokok dalam pembahasan.
Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mandan mengumpulkan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya blahkimm yang telah terkumpul tersebut
diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan ukum yang digunakan dan
mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secsisdematis agar mendapatkan
kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) Pasca Berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangmiAistrasi
Pemerintahan pasal 1 angka 5, wewenang adalah drak gimiliki oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negamydainntuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemermmtdP@mbatasan Wewenang Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana disellalken pasal 15 Undang-undang yang
sama dibatasi oleh: a. masa atau tenggang waktuewsg; b. wilayah atau daerah
berlakunya Wewenang; dan c. cakupan bidang ataermat

Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Ged®BG),( Kepala Dinas
Perizinan bertanggung jawab untuk: Mengesahkan 81§ dinilai telah memenuhi standar
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teknis, menunjuk Pengawas dari anggota dibawahayg ykan mengawasi keberjalanan
pelayanan pengurusan PBG secara elektronik, darboemkun SIMBG untuk Pengawas

yang ditunjuk. Pemkot Surabaya memiliki wewenangukirmelakukan kebijakan sendiri

atau disebut desentralisasi.

Sistem teknologi digunakan untuk memberikan inowdasn kemudahan kepada
masyarakat. Sampai saat ini, peningkatan telalkukkn terkait pedoman dan inovasi.
Pedoman tersebut memberikan arahan agar prosesirpsag perizinan berjalan sesuai
dengan tugas pokoknya apalagi kemampuan (tupoBsientara teknologi memudahkan
pengguna (petugas) untuk memberikan layanan mastdra

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Giptga (UUCK) dan aturan
turunannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tabaa.2PP ini mengamanatkan kepada
pemda untuk menyediakan PBG paling lama enam lsdpk terbitnya ketentuan itu. PBG
diresmikan pada tahun 2017 di surabaya sehinggai taiun 2017 tepatnya 3 bulan setelah
Pemerintah pusat mengamanatkan PBG di Pemkot SaaP8G sudah tersedia namun
belum bisa diakses melalui elektronik. Pada t&248 Pendaftaran PBG sudah bisa diakses
melalui Akun SIMBG. Pemda juga harus mengunggahud@n mengenai perda retribusi
daerah sebelum memberikan pelayanan PBG. Untulalila@ng telah menerbitkan perda
mengenai retribusi PBG ini bisa menggunakan fiterhpjungan retribusi otomatis dalam
perhitungan sistem informasi manajemen bangunannge(SIMBG). Aturan teknis lainnya,
penerbitan PBG harus sesuai dengan Rencana D&iRU&ang (RDTR) yang mengacu pada
aturan PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 20&1,RP No. 21 Tahun 2021. Setiap
bupati maupun walikota harus menerbitkan RDTR pgaleima 12 bulan sejak terbitnya
berbagai PP PBG ini.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bisa diberikamkujenis permohonan sebagai
berikut:
Bangunan Gedung Baru untuk bangunan gedung yamgds@ngun.
Bangunan Gedung Perubahan untuk bangunan geduggliyanovasi
Bangunan Gedung Kolektif untuk beberapa bangundargg misalnya perumahan.
Bangunan Gedung Prasarana untuk bangunan gedungjaeg.
Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk bangunan gé&eiuglayaan.
SPBU Mikro 3 Kilo Liter untuk bangunan SPBU kapasi8 kilo liter.
Bangunan Bertahap untuk bangunan gedung yang kiestya secara bertahap.
ngkan fungsi bangunan yang bisa diberikan R(a
Fungsi Hunian untuk bangunan gedung sebagai ruimgdel.
Fungsi Keagamaan untuk bangunan gedung sebagattéragah.
Fungsi Usaha untuk bangunan gedung sebagai tersgiad/bisnis.
Fungsi Sosial dan Budaya untuk bangunan gedung ydiggnakan sebagai
pelaksanaan kegiatan sosial atau budaya.
5. Fungsi Khusus untuk bangunan gedung yang memilikg$i dan/atau teknologi
khusus.
6. Fungsi Campuran untuk bangunan gedung yang menabikh dari satu fungsi.

=

PW!\’!—‘Q\‘@S"PW!\’

! Harianto, E. “Action Design Research (Adr) Di Belaan Terpadu Satu Pintu¥aster's thesisUniversitas
Islam Indonesia, (2017), 28
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Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah menetapé&herbpa peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang bangunan, yaitu:
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 20@8rtg Bangunan
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peanbatas Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
3. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang feadoTeknis Pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 201angnPerubahan Tarif Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan
5. Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2022 tentangulddran atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pearbd arif Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
Dimana aturan-aturan inilah yang dijadikan das&uhudalam penerbitan 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB/PBG) di Kota Surabaya.

Sebelum memiliki IMB/PBG, pemohon terlebih dahulards memiliki Surat
Keterangan Rencana Kota (SKRK). Surat Keterangarc&® Kota (SKRK) adalah Surat
yang memuat informasi tentang persyaratan tatausemgdan lingkungan yang diberlakukan
oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu. SKes¢rangan Rencana Kota (SKRK)
memuat standar teknis peruntukan ruang yang meanpg@ledoman dalam menentukan
persyaratan zoning. SKRK yang diterbitkan oleh Rerteh Kota Surabaya dibaca dan
dimaknai sebagai KKPR. Prosedur penerbitan KKPRahdaelalui sistem elektronik SSW
Alfa. Verifikasi kebenaran persyaratan administrasrifikasi persyaratan teknis, dan proses
persetujuan teknis terhadap permohonan SKRK/KKR&kukan oleh dinas yang berwenang
yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukseraa Pertanahan (DPRKPP).

Pemerintah Kota Surabaya dalam menerbitkan KKPRP®B(B& harus mengacu pada
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Suralsgbagaimana telah diundangkan
dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Ta018 tentang Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun-ZI3® Dimana dalam RDTR ini
telah diatur tentang struktur ruang dan pola ruserga peraturan zonasi Kota Surabaya di
wilayah daratan. Sedangkan untuk pengaturan danpamanfaatan ruang laut telah diatur
tersendiri di dalam Keputusan Menteri Kelautan dRerikanan (Kepmen KP) Nomor
42/2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendiiaiatau Penempatan Bangunan dan
Instalasi di laut.

PBG dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangaudiay dikeluarkan paling
lambat 28 hari kerja, tergantung fungsi dan klkadi bangunannya. Proses yang dilakukan
dalam 28 hari tersebut meliputi: Pengajuan, Persaaik, Rencana Teknis, Perhitungan
Retribusi, dan Penerbitan PBG. Kewenangan penarlBG Pemkot Surabaya adalah
melalui DPMPTSP. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal RPelayanan Terpadu Satu
Pintu) atas rekomendasi teknis dari Dinas PerumBadyat dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan (DPRKPP). Setelah itu, DPMPTSP mendspat pernyataan pemenuhan
standar teknis (SPPST) dari DPRKPP. DPMPTSP mukargina sulithnya proses perizinan
di daerah, yang menjadi salah satu penyebab ikbaha dan investasi secara umum di
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Indonesia khususnya Surabaya kurang kondusif. 8&tsn instansi teknis yang banyak,
tumpang tindih, dan banyak, membuat prosedur petayanenjadi tidak efisien.

Akibat Hukum berlakunya Perpu No. 2 Tahun 2022 terhadap penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG)

IMB berlaku untuk surat izin bangunan yang bisarabps setelah pembangunan
termasuk juga mengubah, memperluas, mengurangawaeratau merobohkan bangunan.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Péuggan Bangunan Gedung (PBG)
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 28@tang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 tahun 2021. PBG adalah perizyaag dikeluarkan dari pemerintah
kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau peamaké. Perbedaanya adalah bahwa
PBG berlaku untuk memulai pembangunan, merenonasiawat, atau mengubah bangunan
gedung sesuai dengan yang direncanakan, agarlata kuang semakin dinamis.

Perbedaan mendasar dari IMB dan PBG ada pada b&egunaannya dan terkait
permohonan izin sebelum mendirikan bangunan. IMBbdrguk izin yang harus diperoleh
pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan berguDalam IMB, teknis bangunan
harus dilampirkan saat mengajukan permohonan Bedangkan PBG berbentuk aturan
perizinan yang mengatur bagaimana bangunan hadisikdh. Dalam PBG, pemilik
bangunan tidak diharuskan mengajukan izin sebelemdirikan bangunan. Sebelum diterbit
ditetapkannya peraturan penerbitan PBG, perizinandmkan bangunan di pemerintah kota
Surabaya adalah menggunakan IMB oleh karena itu lmggunan yang sudah memiliki
IMB maka tidak harus mengganti dengan PBG. IMB balgeruskan sampai dengan masa
perizinan selesai, sedangkan bagi pengusaha atamglividu yang ingin menjadikan
bangunan atau sudah mendirikan bangunan dan belemdapatkan izin bangunan maka
pengajuannya adalah untuk pengajuan PBG melakiretek atau SIMBG.

Dalam hal retribusi masih mengikuti peraturan INmerintah memberi kelonggaran
bagi pemerintah daerah (pemda) yang belum memberatUPan Daerah (Perda) Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sehingga dataeriptan PBG termasuk pungutan
pajak daerah dan retribusinya, pemda masih bisagguemakan Perda Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) hingga 5 Januari 2024. Di Kota Saya) untuk perhitungan Retribusi IMB
mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Né@riatun 2012 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 9 TaPQi3 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun g6itang Retribusi 1zin Mendirikan
Bangunan, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 201tatgnPerubahan Tarif Retribusi 1zin
Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Walikota Nonid@ Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun B&Xitang Perubahan Tarif Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan.

Pengaturan yang menyangkut retribusi PBG dalam RifaXN 10 Tahun 2021
mencakup ketentuan penyesuaian tarif retribusi attaeevaluasi raperda retribusi daerah,
evaluasi perda retribusi daerah, pengawasan peadapdraturan pelaksanaan mengenai
retribusi daerah, serta pengenaan sanksi atas ggelam kewajiban pemda untuk

998



;- HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 2, 2023

menyampaikan raperda dan/atau mengubah perda usetribaerah. Pemerintah juga

memperhatikan aspek kesinambungan Pendapatan aatab (PAD) sehingga penyesuaian
tarif harus dilakukan secara selektif dalam kerangionomi daerah dan desentralisasi fiskal
yang memberikan kewenangan bagi daerah dalam mksasbpendapatan daerah.

Pendapatan daerah, termasuk di dalamnya pendaPajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD), dipergunakan untuk belanja daerahpbependanaan pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Saflalurusan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar, penyelenggaraan bangunan gedumglagiah Daerah kabupaten/kota,
termasuk pemberian 1zin Mendirikan Bangunan, mekapasalah satu prioritas dalam
pengalokasian belanja daerah. Pemerintah daeradri diewenangan untuk memungut
retribusi PBG, dengan terlebih dahulu menetapkardapeetribusi PBG sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi tgh&krda dan peraturan
pelaksanaan PDRD sebagai bentuk pengawasan pelaks&#DRD agar sejalan dengan
upaya transformasi ekonomi nasional dalam rangkangkatan kesejahteraan masyarakat
secara luas. Oleh sebab itu, pemantauan dan evdioksud dilakukan terhadap Perda dan
atau Peraturan pelaksanaan yang berpotensi: antsergan dengan kepentingan umum; b.
bertentangan dengan ketentuan peraturan perunchtaggan yang lebih tinggi; c. tidak
sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/ataneshghambat ekosistem investasi dan
kemudahan dalam berusaha.

Pembayaran retribusi dilakukan oleh pemohon PB@ladetpenetapan nilai retribusi
daerah. Penetapan nilai retribusi daerah dilakukeh dinas teknis. Nilai retribusi daerah
ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi danahsafuan retribusi. Retribusi dikenakan
kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas:

Layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis
Penerbitan PBG
Inspeksi bangunan gedung
Penerbitan SLF dan SBKBG, serta
Pencetakan plakat SLF

Bukti pembayaran retribusi dipergunakan oleh pemoR®G sebagai persyaratan
penerbitan PBG. Pemerintah daerah menetapkan Indk&ftas dengan mensimulasikan
nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai PP &tathun 2021 tentang retribusi IMB/PBG,
dan membandingkannya dengan nilai retribusi yantake sebelumnya untuk memperoleh
hasil akhir perhitungan retribusi yang wajar dataki berbeda jauh dengan nilai retribusi
pada peraturan daerah sebelumnya. Oleh sebamdkekd Lokalitas dapat berperan sebagai
pengendali agar nilai retribusi sesuai dan tetapaw Indeks lokalitas dapat ditetapkan
paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima per sesjat

aprwnNPRE

Rumus Perhitungan Retribusi PBG

Nilai Retribusi (Nr) : LLt x (llo x SHST) x It xdg
LIt .Y (Lli + Lbi)

Lt S Y (bp x Ip) x Fm
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Keterangan:

LLt: Luas Total Lantai Ibg : Indeks BG Terbangun
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggli : Luas Lantai ke -I

llo : Indeks Lokalitas , yang merupakahbi : Luas Basemen ke -|
persentase pengali terhadap SHST yalfig Indeks Fungsi
ditetapkan oleh Pemerintah Daerabp : Bobot Parameter
dengan nilai paling tinggi 0,5% Ip : Indeks Parameter

It : Indeks Terintegrasi Fm : Faktor Kepemilikan

Pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini masih gwrakan IMB sebagai
instrumen kebijakan yang diterbitkan terhadap p&rbéngunan dimana izin ini menjadi alat
pengendali penyelenggaraan bangunan. Bahwa dalarbep@n pelayanan 1zin Mendirikan
Bangunan kepada masyarakat perlu ditunjang dengambipyaan yang memadai.
Pembiayaan dimaksud akan digunakan oleh Pemerimakrah untuk membiayai
penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerliltdeumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuknmeahsir dampak negatif dari
pemberian izin. Salah satu sumber pembiayaan tgrdepat berasal dari pungutan retribusi.
Retribusi IMB di Kota Surabaya sendiri diatur dilata Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota sebagaimana telah disebutkan sebelumnyampénen-komponen yang
berpengaruh terhadap perhitungan retribusi IMB diakSurabaya antara lain Harga satuan
bangunan gedung, luas lantai bangunan gedung, dnfielgsi, indeks klasifikasi, indeks
waktu penggunaan, indeks terintegrasi, indeks pagibaan. Untuk lebih jelasnya berikut
adalah simulasi perhitungan retribusi IMB/PBG.

Perda retribusi IMB/PBG di kota A menghasilkan niktribusi untuk rumah tinggal 1 lantai

dengan luas 100 m2 sebesar Rp100.000,. Kemudiaarié¢alm daerah kota A menggunakan

rumus perhitungan retribusi PBG sesuai PP Nomdratiin 2021,sebagai berikut:

a. Luas (100m2) dikali Indeks terintegrasi (misal 0dikali SHST (misal Rp 2.000.000,)
dikali Indeks Bangunan 40 Retribusi PersetujuangBdaan Gedung Gedung terbangun
(misal 1), diperoleh hasil Rp20.000.000,-

b. Agar nilai retribusi tetap Rp 100.000-, pemerin@dderah dapat menetapkan Indeks
Lokalitas (llo) sebesar 0,5%. Simulasi ini dilakokagar nilai retribusi yang akan
ditetapkan dapat menyesuaikan hasil akhir perh&amngtribusi sehingga nilainya wajar
dan tidak memberatkan masyarakat (Kemkeu, 2022).

KESIMPULAN

Batasan kewenangan pemerintah daerah dalam pemerpérsetujuan bangunan
gedung PBG pasca berlakunya Perpu Nomor 2 Tahubt2d2ang Cipta Kerja dibatasi oleh:
a. masa atau tenggang waktu Wewenang; b. wilayahdsterah berlakunya Wewenang; dan
c. cakupan bidang atau materi. Penerbitan PBG ldiyah daratan di Kota Surabaya harus
menyesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang edatuRan Zonasi Kota Surabaya
Tahun 2018-2038. Dimana dalam RDTR ini telah diaamtang struktur ruang dan pola
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ruang serta peraturan zonasi Kota Surabaya di ahlaaratan. Sedangkan untuk pengaturan
dan izin pemanfaatan ruang laut telah diatur tetfisiedi dalam Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 42/2022 tentangaviiskne Penyelenggaraan Pendirian
dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi diDaufota Surabaya, yang berwenang
mengeluarkan kebijakan atau perizinan, yaitu melRBIBMPTSP atau Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan rekoasemtdri Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Pemukiman serta Pertahanan, kemudiadapetkan surat pernyataan dari
SPPST dan DPKRPP, pemerintah melakukan proses bianeiPBG. Pemkot Surabaya
memiliki kewenangan untuk mengesahkan PBG yandaditelah lulus standar teknik,
membekukan PBG yang telah melanggar prosedur, ménpengawas untuk mengawasi
proses dari PBG, sampai dengan membuat akun SIMB@& ykun elektronik untuk
pemrosesan surat izin bangunan gedung kemudiarasaeperbitan PBG.

Akibat hukum berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 202ghamgap penerbitan
persetujuan bangunan PBG di Pemkot Surabaya apatieh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sehingga penyesuaian tarif harus dilakukan seadekts dalam kerangka otonomi daerah
dan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenmargggi daerah dalam memobilisasi
pendapatan daerah. PBG mengatur pelaku usaha ssoakéural pembangunan gedung
mulai dari tata ruang, tipe bangunan, model bangudan yang lainnya, diatur di dalam
perundang-undangan, sehingga bangunan yang dibatgjuipelaku usaha menjadi semakin
tertib. PBG juga menjadikan tata kelola kota semakinamis dengan tujuan dan prinsip
strategis yang diselaraskan dari pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkametigan ini dapat memberikan
kontribusi besar terhadap perizinan usaha khususmtak pembangunan gedung di
Surabaya. Pemerintah daerah seharusnya melakugetisssi lebih menyeluruh ke lapisan
masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnyailikie PBG dalam berbisnis.
Penelitian ini memiliki banyak kekurangan diantgiasumber yang kurang menyeluruh dan
diperlukan pembahasan mengenai solusi atas kehkdatiela yang dialami terhadap
pembahasan seperti kendala-kendala dalam menerlfR& yang masih belum maksimal di
kota Surabaya.
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ABSTRACT

This paper aims to find out the enactment of Syralézity Regional Regulation Number 1 of
2016 concerning Retribution for Liquid Waste Treathin the Form of Feces after the
enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Fir@drnRelations between the Central
Government and Regional Governments. The reseaethooh uses normative legal research,
using a statutory approach (statue approach) ancbreeptual approach (conceptual
approach). The collection of legal materials isriedr out through literature review, both
primary and secondary legal materials. The reduli@research is that the legal status of the
Liquid Waste Treatment levy is still valid and & possible to collect it. Contextually
interpreted Fees for the Treatment of Feces Lid\iabte are part of the category of cleaning
services in the General Service Charges so thatR#gional Regulation of the City of
Surabaya Number 1 of 2016 is declared to remaiid \eid valid and legally the norms
regulated are still in accordance with Law Numbeof 2022 regarding Financial Relations
between the Central Government and Regional Govemtsnbut adjustments still need to be
made, especially the formulation of the calculatafrfees by taking into account economic
principles and the adjustments referred to areistipd in the form of Regional Regulations.

Key words : Regional finances, regional fees, and waste.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atasategmerah propinsi dan daerah
propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Masing#gagropinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah. Masing-masing petakan daerah tersebut menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintglazig oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintah lDabagai pemegang kekuasaan
pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintihdeerah berdasarkan asas otonomi.
Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraanefntahan daerah berdasarkan
otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewemmgkewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintadsarkepentingan masyarakat setempat.
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Dengan demikian, Pemerintah Daerah memegang kekuaségertinggi untuk
menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri draldlagang menjadi yurisdiksi
kewenangannya.

Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyggeman pemerintah Negara
Indonesia, sehingga seluruh penyelenggaraan pdateridaerah harus sejalan dengan
penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian padhaliknya penyelenggaraan
pemerintahan negara tidak dapat mengesampingkayelpaggaraan pemerintahan daerah
termasuk dalam hal penyelenggaraan kekuasaan qmagelolaan keuangan dan daerah.
Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah eranrkgat dengan asas desentralisasi,
dekosentrasi, dan tugas pembant{mmadebewind).

Hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilaksasakara efektif apabila terdapat
instrument pendukung yang diserahkan Pemerintaht keppada daerah dalam mengelola
sumber keuangan yakni : Pendapatan Asli Daerah JPB&na Perimbangan, Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi dila dan Pinjaman Daerah.
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yangtkpettaerah dari sumber -sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan PexatiDaerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berl&ku.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salalpsatlapatan asli daerah diharapkan
menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. RBetannretribusi daerah merupakan
pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah deepaasyarakat di wilayah yang
menjadi juridiksi kewenangannya yang didasarkanapaddang-undang atau peraturan
pelaksanaan tertentu sehubungan dengan jasa dtyanmn tertentu yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah. Berbeda dengan pajak yang tdalajibkan pemerintah untuk
memberikan balas jasa langsung kepada pembayareyéyusi justru dipungut karena
adanya pelayanan langsung dari pemerintah kepashganakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun g#ang Hubungan Keuangan
antara pemerintah Pusat dan Pemerintah DaeraituRerdaerah Kota Surabaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah dz&m Bentuk Tinja telah secara resmi
berlaku dan mengikat di Kota Surabaya dengan mengada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Badtamberlakuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan ap&reerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah tentunya membawa implikasi kepada statuerlednan Peraturan Daerah Retribusi
Daerah yang telah diundangkan, apabila terdapaanpeahan, pengurangan, dan/atau
penggantian norma hukum sehingga mengakibatkadakestsuaian pengaturan (disharmoni
norma). Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkagnssi pemerintahan yang berakibat
pada terganggunya kepentingan umum. Hal ini yammdorong pentingnya mengkaji
keberlakuan Peraturan Daerah Retribusi Daerah Ratabaya Pasca Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan KeuaAgdara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, khususnya Retribusi di bidangklingan hidup sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 TaAw6 tentang Retribusi Pengolahan
Limbah Cair dalam Bentuk Tinja.

1 Josef Mario Monterio, S.H., M.H., Hukum Keuangaegiira & Daerah, Setara Press Cetakan pertama, Ma@tg, h.70.
2 .
Ibid, h. 75.
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METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peter Mahmud menyatakan bahwa penelitian hukumaldaluatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maugoktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihaddpPenelitian hukum dilaksanakan guna menghasilkan
argumentasi, konsep atau teori hukum yang nantakgn digunakan dalam prosksgal
solving

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekayamg berkaitan dengan
pengumpulan data dan informasi; analisis; sertaygjem. Jenis dari penelitian hukum ini
adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatiftyaderupa penelitian kepustaka@ibrary
research) untuk memperoleh data-data baik yang bersumbeadeeerbagai data dan
informasi yang di-release oleh Pemerintah, tuligara ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel
lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersdilziunia internet, pengalaman para praktisi
dan pengambil putusan, kebijakan dan regulasi nakidan internasional, dan lain
sebagainya yang terkait dengan otonomi, keuangaralkdadan lingkungan. Tipe penelitian
yang digunakan dalam tulisan ini adal&octrinal Research,yakni dimulai dengan
mengumpulkan norma hukum dari sumbernya, mengahalidoungan antar norma hukum,
menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan membenkadiksi mengenai perkembangan ke
depan(futuristic) tentang norma-norma hukum tersebut di bagian kmden tulisan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatanademgksud untuk mendapatkan
kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermdsatalintuk ditemukan jawabannya.
Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam us@mypenelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangatatute approachdan pendekatan konseptyabnceptual
approach)

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan datemelitian ini, maka fokus
penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer lbahan hukum sekunder. Penelitian ini
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah aemat bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peaatuperundang-undangan di
Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedang&han hukum sekunder, yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan literatur-literatang berhubungan dengan permasalahan
dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurmahiah, makalah berbagai pertemuan
ilmiah, dan disertasi yang berisi konsep, prinsgmri, doktrin dan pandangan para sarjana
yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objekglitian ini.

3 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencaakarta, 2009, h. 35.
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D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitiahlakukan dengan metode studi
kepustakaan(library research) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan seseagah permasalahan yang akan
dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajiararbatukum untuk mencari solusi
maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggamnaknalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan parafperundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukuntaPex, peneliti menetapkan isu hukum
yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selgajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer daarbhbbkum sekunder. Selanjutnya
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolalgae cara mengklarifikasi berdasarkan
isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kiamudilakukan analisis secara
sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini mengganaknalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan parafperundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukuntaPex, peneliti menetapkan isu hukum
yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selgajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer daarbhbbkum sekunder. Selanjutnya
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolalgae cara mengklarifikasi berdasarkan
isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kiamudilakukan analisis secara
sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

A. Status Hukum Peraturan Daerah Retribus Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja Pasca Berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah jeats peraturan perundang-
undangan yang eksistensinya diatur dalam Pasalt Afuruf g Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunmtataggarf. Menurut Bagir Manan,
pengertian peraturan perundang-undangan adalah:

1. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan pejabat Bitglikungan jabatan yang berwenang

yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atemgikat umum.

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang beritrkeian-ketentuan mengenai hak,

kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahuri 28ttang pembentukan peraturan perundang undamgan,

® Bagir Manan, “Ketentuan-ketentuan tentang Pembantukeraturan perundang-undangan dalam PembanguramH
Nasional”, makalah disampaikan pada pertemuan himiantang kedudukan biro-biro hukum/unit kerja
departemen/LND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta0Q I®ktober 1994, Hllm. 1-3. Lihat dalam Maria Eari
Indrati Soeprapto, h. 10-11.
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3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umumatak atau abstrak-umum,
artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan padgesb peristiwa atau gejala konkrit
tertentu.

4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belpedaturan perundang-
undangan lazim disebut dengamt in materiil zeinatau sering juga disebut dengan
algemeen verbindende voorschrif

Menurut Jimly Asshiddigie, pembentukan sebuah atyeng baik haruslah dilandaskan
kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, psliian administratif dan keberlakuannya juga
haruslah tercermin secara filosofis, sosiologigjdjs dan politiS Landasan filosofis
peraturan perundang-undangan selalu mengandunganmwrma hukum yang diidealkan
(ideal norms)oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita Ikbbidupan bermasyarakat
dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosighiglisbahwa setiap norma hukum yang
dituangkan dalam undang-undang haruslah mencermitkautan kebutuhan masyarakat
sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan reakésadaran hukum masyarakat.
Landasan Politis yang dimaksud disini ialah bahwakm@ konsideran harus pula tergambar
adanya sistem rujukan konstitusional menurut dgtea-dan norma dasar yang terkandung
dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok aamber politik hukum yang
melandasi pembentukan undang-undang yang bersamgkltandasan Juridis, dalam
perumusan setiap undang-undang haruslah ditempaggada bagian Konsideran
"Mengingat”. Landasan Administratif kelima macammdasan tersebut di atas secara
berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantiang-undang. Perumusannya dapat
dibagi ke dalam tiga kelompok atau subbagian, yéu sub-bagian pertimbangan atau
"Konsideran Menimbang"”, (b) subbagian pengingateu aKonsideran Mengingat”, dan
kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagiarhagan atau "Konsideran
Memperhatikan".

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofiegara Republik Indonesia terkandung
dalam Pancasila sebadataats-fundamentalnorm’Di dalam rumusan kelima sila Pancasila
terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yakigha Esa, humanitas kemanusiaan yang
adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalatanikeebineka-tunggal ika, soverenitas
kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segeng@atindonesia.

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu ndmolaim dengan daya ikatnya untuk
umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimgéa yang bersifat teknis juridis. Secara
juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlakatala norma hukum itu sendiri memang :

1. ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan nortarhyang lebih superior atau

yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans dfeldlengan teorinya
"Stuffenbautheorie des Recht",

2. ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukk@mungan keharusan antara

suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam payastad.H.A. Logemann,

3. ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedub@etmkan hukum yang berlaku

seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan

4. ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yangamg berwewenang.

Jika keempat kriteria tersebut telah terpenuhi gaib@ana mestinya, maka norma hukum
yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlanaspiridis.

® Jimly Asshiddigie.Perihal Undang-Undang. Jakattnstitusi Press, 2006, h. 243- 244.
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Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara pali@bila pemberlakuan yaitu memang
didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yangata (riele machtsfactorenkeberlakuan
politik ini berkaitan dengan teori kekuasgaower theoryyang pada gilirannya memberikan
legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata dari sudut pandang kekuasaan.
Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukukgkuasaan, apapun wujudnya dan
bagaimanapun proses pengambilan keputusan pdaisieliut dicapainya sudah cukup untuk
menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan normaihuikang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiolagengenai keberlakuan ini
cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang sng@rigan mengutamakan beberapa
pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuafiecognition theory),(ii) kriteria penerimaan
(reception theory),atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria parha (principle of
recognition) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatumang mengakui
keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya un&kindukkan diri terhadap norma hukum
yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang berséaghkidak merasa terikat, maka secara
sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak tddigatakan berlaku baginya. Secara
filosofis, pengaturan pengelolaan limbah domestkawoh Daerah Kota Surabaya berkaitan
dengan hak pelayanan dasar masyarakat atas tempaningkungan yang bersih, sehat dan
aman, bebas dari limbah yang mengancam keselardatakkesehatan masyarakat. Hal ini
merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuagdaagang diamanatkan dalam UUD
45. Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Updanlang Dasar 1945 secara jelas
dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh takydonesia menjadi dasar salah satu
filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negaranesia berhak untuk memperoleh keadilan
sosial yang sebaik-baiknya.

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkaadisosial maka urusan
kepemerintahan sebagaimana yang diamanatkan ol&h43alam alinea IV Pembukaaan
UUD 45 vyaitu: melindungi segenap bangsa Indoneara luruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehichgaysa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdanabadi dan keadilan sosial. Agar
keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapaka pemerintah daerah memiliki hak
dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masinggnasink menjamin pemenuhan hak-
hak dasar masyarakat yaitu memperoleh lingkungag p&rsih, sehat dan aman, bebas dari
limbah yang mengancam keselamatan dan kesehatamanaleat. Disisi lain dalam konteks
keuangan daerah, retribusi merupakan salah sagsipengutan yang dikenakan Pemerintah
Daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran sdastg pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemhbribtaerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Retribusi bersama-sama dermjak gigunakan oleh pemerintah daerah
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daggman kepada masyarakat. Retribusi
daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakam satu pendapatan asli daerah
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaagelgmggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memandtakejahteraan masyarakat.

Dengan demikian regulasi retribusi merupakan bagian upaya untuk membangun
pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan datamgka mewujudkan tujuan
pembangunan daerah dalam rangka menjalankan fpalggianan yang diembannya. Hal ini
karena Pemerintah Daerah memiiliki sejumlah fungan tugas pelayanan yang harus
diemban dalam rangka menjalankan otonomi daerahBgdam mewujudkan semangat
tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum dalemtuk Peraturan, termasuk dalam
memberikan regulasi terkait pengolahan limbah daketalam hal ini Retribusi Pengolahan
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Limbah Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja. Proses pentlean peraturan daerah sebagai
salah satu bentuk peraturan perundang-undangamgbetadari realitas yang ada dalam
masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspreasj berkembang, masalah yang ada
maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-pembBlaai realitas tersebut maka proses
berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebualm jedduar yang terbaik yang dapat
mengatasi persoalan yang muncul atau memperbadiides yang sekarang. Dalam proses
pembentukan hukum hasil yang paling utama adalabentuknya sebuah peraturan
perundang-undangan yang akan dijadikan alat untudngatur dan mengendalikan
masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut Bgloduk hukum haruslah sangat mapan
muatan kelayakan substansial, sosial dan politiknya

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun g#ang Hubungan Keuangan
antara pemerintah Pusat dan Pemerintah DaeraituRerdaerah Kota Surabaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah dzé&m Bentuk Tinja telah secara resmi
berlaku dan mengikat di Kota Surabaya dengan mengada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Bad&ardasarkan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentangbBst Pengolahan Limbah Cair
dalam Bentuk Tinja, retribusi pengolahan limbalr dalam bentuk tinja digolongkan sebagai
retribusi jasa umum. Obyek retribusinya adalah pErah pelayanan pengolahan limbah cair
dalam bentuk tinja melalui instalasi pengolaharbhim tinja. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakdbagan Retribusi Daerah, Jenis
Retribusi Jasa Umum adalah:

Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pduiddan Akta Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m.Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dengan demikian Retribusi Pengolahan Limbah Céhteecara tegas diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak DaerahRaanbusi Daerah sebagai bagian
dari jenis Retribusi Jasa Umum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentdmgungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berimplieata status keberlakuan Peraturan
Daerah Retribusi Daerah yang telah diundangkan.péagpemberlakuan suatu Undang-
Undang, menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12im&011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan memberikan penjelésdmwva Peraturan perundang-
undangan, baik itu Undang-Undang, Peraturan Petahrinlan lain sebagainya mempunyai
kekuatan mengikat, yang berarti mulai berlaku pasdat diundangkan atau pada tanggal
diundangkan, kecuali apabila didalam peraturan nuEmg-undangan tersebut menyatakan
lain mengenai pemberlakuan peraturan perundangagadatersebut, misalnya peraturan

TRT T S@Too0oTy
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perundang-undangan tersebut disahkan pada tanggdbentt namun ditentukan
pemberlakuannya di dalam peraturan tersebut padgaalain.

Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat bahvedusundang-undang yang sudah
disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apahiladdngkan dalam suatu lembaran
negara. Lebih lanjut, bahwa sehubungan dengan adaagalah pengundangan dan daya ikat
tersebut, dapat dijumpai adanya 3 (tiga) variastpy

1. Berlaku pada tanggal diundangkan;

2. Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan;

3. Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlakut sampai tanggal yang tertentu.

Berdasarkan Pasal 187 huruf b Undang-undang Noni@hiin 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaharal} Peraturan Daerah mengenai
Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undadgng Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih tetamkepaling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang inicd&arkan Pasal 193 Undang-Undang
ini mulai berlaku pada saat diundangKaRengundangan dilakukan pada tanggal 5 Januari
2022, sehingga Pemerintah Daerah diberikan jang&ktuvhingga Januari 2024 untuk
penyesuaiannya. Dengan demikian status hukum PanaRaerah Kota Surabaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah d2dam Bentuk Tinja masih berlaku.

B. Ketidaksesuaian Norma Hukum Antara Peraturan Daerah Retribus Kota
Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam
Bentuk Tinja Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi sédeorang dalam hubungannya
dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan. Istlaha berasal dari Bahasa latin, atau
kaidah dalam Bahasa Arab, sedangkan dalam Bahdsadsia sering juga di sebut pedoman,
patokan, atau aturan.

Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaralkema atau kaidah adalah ukuran
ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak ddlaopnya. Menurut Maria Farida,
norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seespadalam hubungannya dengan
sesamanya ataupun lingkungannya. Menurut Kelsemy gimaksud dengan norma adalah
“.....that something ought to be or ought to happen, @alhe that a human being ought to
behave in a spesific way(sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnyd, tehjasusnya
bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan aaeattg. Menurit Jimmly Asshidigie,
norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nd& dan buruk dalam bentuk tata
aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perititah

Menurut Maria Farida, Perbedaan Norma hukum dengama lainnya adalaH:

’ Maria Farida Indrati S, limu Perundang-Undangan, kanisisus, Edisi Revisi, Yogjakarta, 2020, h. 27-3

8 pasal 187, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tgiiabungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat daar¢aman
Daerah.

¥ Maria Farida Indrati S, llmu Perundang-Undangah, Kanisisus, Edisi Revisi, Yogjakarta, 2020), h. 19

10 Sperjo Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perdidhi Hukum, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, h. 6.

! Maria Farida Indrati S, llmu Perundang-Undangan,kanisisus, Edisi Revisi, Yogjakarta, 2020), h-26
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1. Suatu norma hukum itu bersifat “heternom”, dalarti bBahwa norma hukum itu
datang dari luar diri seseorang. Sedangkan normayia bersifat otonom dalam arti
norm aitu berasal dari diri seseorang.

2. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sapiklsina maupun sanksi pemaksa
secara fisik, sedangkan norma yang lain tidak ddipeitati dengan sanksi pidana atau
sanksi pemaksa secara fisik.

3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi peniakddaksanakan oleh aparat
negara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkamatdap pelanggaran norma-norma
lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri.

Dalam suatu sistem norma hukum, terdapat hieraskma-norma secara berjenjang,
yang menetapkan bahwa norma yang di bawah adatath atau memiliki daya laku (valid)
apabila dibentuk oleh dan berdasar serta bersupdma norma yang lebih tinggi. Hal ini
berlangsung berjenjang-jenjang seterusnya, hingggpai pada norma yang tertinggi, disebut
norma dasarGrundnorm). Menurut Farida, pengelompokkan norma hukum dalaatus
negara terdiri dari?

1. Norma Fundamental Negaf@taatsfundamentalnorm)

Norma Fundamental Negara merupakan norma yang ditbektuk oleh suatu norma
yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifptesupposea@tau ditetapkan terlebih dahulu oleh
masyarakat dalam suatu negara dan merupakan noang wnenjadi tempat

bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Berkias sistem norma hukum
Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan andumdamental norma hukum
yang tertinggi sekaligus merupakan cita hukum bamgdonesia.

2. Aturan dasar Negal@taatsgrundgesetz)

Aturan dasar Negara merupakan kelompok norma hdkbawah norma fundamental
negara. Berdasarkan sistem norma hukum Negara Repudionesia, batang Tubuh
UUD 1945 dan ketetapan MPR merupakan aturan daggara.

3. Undang-Undang Form#&Formell gesetz)

Undang-undang merupakan norma hukum yang lebihrkbilan terrinci, serta sudah
dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Nomwnaa hukum dalam undang-
undang ini tidak saja norma hukum yang bersifaggah tetapi norma-norma hukum
itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangamgga terdapat norma hukum
sekunder di samping norma hukum primernya, dengamkian dalam suatu undang-
undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yarsifdiesanksi, baik itu sanksi
pidana maupun sanksi pemaksa, selain itu undanghgndni berbeda dengan
peraturan lainnya, oleh karena suatu undang-undargpakan norma hukum yang
selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.

4. Peraturan pelaksana dan Peraturan otofy@rordnung & Autonome Satzung)
Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom inpaiem peraturan-peraturan yang
terletak di bawah undang-undang yang berfungsi elenggarakan ketentuan-
ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksdessumber dari kewenangan
delegasii sedangkan peraturan otonom bersumber kewenangan atribusi.
Pengertuan atribusi kewenangan dan delegasi keganatalah sebagai berikut :

a. Atribusi  kewenangan dalam pembentukan peraturanunpgang-undangan
(attributie van wetgevingsbevoegdheat)alah pemberian kewenangan membentuk
peraturan perundang-undangan yang diberikan Gletbndwet(Undang-Undang

12 |bid, h. 46-58.
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dasar) atauWet (Undang-Undang) kepada sutau lembaga negara/peateri
Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dédgletanakan atas prakarsa
sendiri setiap waktu diperlukan,, sesuai dengaashaatas yang diberikan.

b. Delegasi Kewenangan dalam pembentukan peraturamungsarg-undangan
(delegative van wetgevingsbevoegdhathh pelimpahan kewenangan membentuk
peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleltysan perundang-undangan
yang lebih rendah, baik pelimpahan di nyatakan dernggas maupun tidakan.

Menurut Ruiter, sebuah norma (termasuk norma hukomehgandung unsur-unsur
berikut ini **

1. cara keharusan berperilaku (modus van behoremutisperator norma,

2. seseorang atau sekelompok orang adresat (normaategsebut subyek norma,

3. perilaku yang dirumuskan (normgedrag) disebut olmgrkna,

4. syarat-syaratnya (normcondities) disebut kondismao

Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai “daja’l (validitas) atau karena ia
mempunyai keabsahafvalidity/geltung). Daya laku (validity) ini ada apabila norma itu
dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau olehbdaga yang berwenang membentuknya.
Dalam pelaksanaanya, berlakunya suatu norma kasstemya daya laku(validity),
dihadapkan pula pada adanya daya dfifecacy)dari norma tersebut. Dalam hal ini dapat
dilihat suatu norma yang ada dan berdaya lakipétgaya guna secara efektif atau tidak, atau
dengan perkataan lain, norma ditaati atau tfdak.

Analisis dan evaluasi norma hukum yang dilakukarsifs ex-post karena dilakukan
terhadap peraturan perundang-undangan yang telaidatigkan dan diberlakukan. Dalam
konteks ini analisis dan evaluasi Peraturan Daé&ta Surabaya Nomor 1 Tahun 2016
tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Weiitinja dilakukan sebagai implikasi
terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentéhgbungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaggrendg/ndang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera

Analisa terhadap potensi disharmoni pengaturaakailan dengan pendekatan normatif,
yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan meageh) kewenangan, 2) hak, 3)
kewajiban, 4) perlindungan, dan 5) penegakan huktana melakukan penilaian ini adalah
dengan mengkaji Peraturan Daerah Kota Surabaya Na@mi@hun 2016 tentang Retribusi
Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja pascerlgikkannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Peatefiusat dan Pemerintah Daerah.
Hasil analisis dan evaluasinya adalah sebagaiuderik

1. Kewenangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2@22ang Hubungan
Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintatalpdeeraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Raingo Limbah Cair dalam
Bentuk Tinja telah secara resmi berlaku dan memgikaKota Surabaya dengan
mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200@nigrRPajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 8 Peraturamabaéota Surabaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah @&dam Bentuk Tinja, retribusi
pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja digol@argkebagai retribusi jasa umum.
Obyek retribusinya adalah pemberian pelayanan pengo limbah cair dalam bentuk

B bid. h.38
1 bid. h. 40-41
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tinja melalui instalasi pengolahan limbah tinja.rdesarkan Pasal 110 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakaba#an Retribusi Daerah,
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Paukldan Akta Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Retribus Pengolahan Limbah Cair;

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

.Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan demikian Retribusi Pengolahan Limbah Cdahtsecara tegas diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabagan Retribusi Daerah
sebagai bagian dari jenis Retribusi Jasa Umum.

S3TATTSe@Too0oy

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Undangagnddomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pasd®emerintahan Daerah, jenis
retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum diatas adalah penyegiel@yanan barang dan/atau jasa
kepada orang pribadi atau Badan oleh PemerintamaBa&edangkan berdasarkan
ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomaatui 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintabharal) jenis pelayanan yang
merupakan obyek retribusi jasa umum meliputi :

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kebersihan;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;

d. pelayanan pasar; dan

e. pengendalian lalu lintas

Secara rinci berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayaje(8s penyediaan/pelayanan

barang dan/atau jasa yang merupakan objek retjggesiusaha pelayanan kebersihan

meliputi :

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, goesiokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasili,bdan hasil hutan termasuk
fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelamga

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan;jalan

d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
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f. pelayanan jasa kepelabuhanan;

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengaygumakan kendaraan di
air;

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; d

j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu lpeggaraan tugas dan
fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau opfasilaset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketenpeaaturan perundang-
undangan.

Lebih lanjut, ketentuan penjelasan Pasal 87 ayat#éh Pasal 88 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan KeuaAg#ara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah, tidak diatur secara aiac dijabarkan secara rinci, hanya

diatur “Cukup Jelas”.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui baReibusi Pengolahan Limbah

Cair tidak diatur lagi sebagai bagian dari Retrildasa Umum. Berdasarkan ketentuan
dimaksud diatas, maka dapat dipahami Retribusi ¢tahgn Limbah Cair secara

tekstual sudah tidak diatur lagi, namun secara tetetual dapat dimasukkan dalam
kategori pelayanan kebersihan sehingga Peratur@énabaota Surabaya Nomor 1

Tahun 2016 dinyatakan tetap sah dan berlaku.

2. Hak dan Kewajiban
Berdasarkan Pasal 187 huruf a Undang-undang Nomdraliun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peahan Daerah, terhadap
hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusng belum diselesaikan sebelum
Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaianny&kukian berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang pajak dan retribusig yaitetapkan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Sifat hukum itu sendiri pada dasarnya dapat danushadipaksakan dalam

penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemamga@anseptual tersebut penting
agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tigaklitkerugian-kerugian bagi

masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu jusémlampak pada dinamika
masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpasada pihak merugikan pihak lain.
Peraturan Daerah Retribusi Kota Surabaya Nomor Huf 2016 tentang Retribusi
Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja merupajeavaban atas kebutuhan
masyarakat berkaitan dengan hak pelayanan dasayarakat untuk. menjamin

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yaitu mempeliolgkungan yang bersih,

sehat dan aman, bebas dari limbah yang mengancaslakeatan dan kesehatan
masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 aydaflketentuan huruf C angka 4
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentBegierintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigaserdengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, diatur bahwa :

a. pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota nad@ap bagian dari sub
Urusan Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang PakerjUmum dan Penataan
Ruang;

b. urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan &en&uang merupakan
urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengay&®hn Dasar;
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c. pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota nalap kewenangan
Pemerintah Daerah Kota.

Berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, pengeltiladah domestik dalam Daerah
Kota Surabaya merupakan urusan yang wajib dilaku&kem Pemerintah Kota
Surabaya berkaitan dengan hak pelayanan dasar makataatas terjaminnya
lingkungan yang bersih, sehat dan aman, bebas ldalbah yang mengancam
keselamatan dan kesehatan masyarakat

3. Perlindungan

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badamg yaenggunakan/menikmati
pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Weijitbusi adalah orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-undangaajilthan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribegienntu’®> Selanjutnya subyek
retribusi dalam pengolahan limbah cair dalam beninja adalah setiap orang atau
badan yang mengangkut dan membuang limbah dalanukbdimja ke instalasi
pengolahan limbah tinja yang disediakan atau dinitleh Pemerintah Daerdh.
Subyek retribusi merupakan wajib retribusi.

Terkait subyek retribusi, memperhatikan ketentuasaP87 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 5 ayatafl)Pasal 6 Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016, secara normatiungutan retribusi dilakukan
atas pemberian pelayanan pengolahan limbah camdiaéntuk limbah tinja dan tidak
diatur secara tekstual syarat kewajiban kepemililRT terhadap subyek orang atau
badan penikmat layanan dalam pemungutan retribesigan demikian Retribusi Jasa
Umum dilakukan terkait penyediaan/pelayanan badargatau jasa oleh Pemerintah
Daerah, bukan dipungut atas terbitnya perizinateritn sehinggaerlu dilakukan
diferensiasi antara pemberian/penyediaan layanan dengan garigmtentu sehingga
pemungutarRetribus dimaksud dipungut atas layanan, bukan penerbitan IPLT.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka dalam patdggmentasi regulasi yaitu :
a. untuk pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Calam Bentuk Tinja, tunduk
dan diberlakukan atas ketentuan peraturan perundaa@ngan terkait retribusi;

b. untuk penerbitan IPLT, tunduk dan diberlakukan atetentuan peraturan
perundang-undangan bidang perizinan.

4. Penegakan hukum
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retrilaaisilah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin terteartg khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daearah untuk kepentirgyamg pribadi atau badah.
Dengan demikian besaran retribusi merupakan hat) yaosial dalam penegakan
hukum dalam pemberlakuan Peraturan Daerah terkaiibRsi.

1% pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 teritamyngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Péahen
Daerah.

18 pasal 6, Peraturan Daerah Kota Surabaya NomohdriT2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cammba&entuk
Tinja

Y pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentaihgihjan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peatem
Daerah.
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Pengaturan tarif retribusi dalam Undang-undang NorhoTahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat daniRt&han Daerah diatur sebagai
berikut :
a. Pasal 92 :
1) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditétap untuk menghitung
besarnya retribusi yang terhutang.
2) Tarif retribusi dapat ditentukan seragm atau bémgamenurut golongan sesuai
dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribus
b. Pasal 93
1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @igtahun sekali.
2) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memgtgan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penamloaiek Retribusi.
3) Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Perkada
Berdasarkan Analisa dan evaluasi hukum, maka sgoaidis norma-norma yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Ta0W6 tentang Retribusi Pengolahan
Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja masih sesuai dedgadang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pasd@®e&merintah Daerah, namun masih
perlu dilakukan penyesuaian, khususnya formulasirhipggan retribusi dengan
mempertimbangkan prinsip ekonomi. Adapun penyesuasnaksud ditetapkan dalam
bentuk Peraturan Daerah mengingat pengenaan matmbearupakan bentuk pembebanan
kepada masyarakat sehingga perlu di bahas dengab B&laku representative masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan isu hukum sebagaimana pas#vahdi atas, didapatkan

kesimpulan sebagai berikut:

A. Status hukum Retribusi Pengolahan Limbah Cair masérlaku dan dapat
dimungkinkan untuk dilakukan pemungutan. RetrilRsingolahan Limbah Cair Tinja
diinterpretasikan secara konstekstual merupakanamadari kategori pelayanan
kebersihan pada Retribusi Jasa Umum sehingga Peraaerah Kota Surabaya
Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan tetap sah dan bertakta tidak bertentangan
dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Ta022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahiDae

B. Secara yuridis norma-norma yang diatur dalam PeratiDaerah Kota Surabaya
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi PengolaharbaimCair Dalam Bentuk Tinja
masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahu2 282ang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintatalDaeamun masih perlu
dilakukan penyesuaian, khususnya formulasi peargan retribusi dengan
mempertimbangkan prinsip ekonomi. Adapun penyesualanaksud ditetapkan
dalam bentuk Peraturan Daerah mengingat pengereabusi merupakan bentuk
pembebanan kepada masyarakat sehingga perlu ds bddragan DPRD selaku
representative masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Daerah untuk selanjutmyampertimbangkan
penyusunan regulasi daerah baru dalam bentuk uPenaDaerah untuk menyesuaikan
ketentuan dalam regulasi Undang-undang Nomor 1 7ab@2 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerapgadenemperhatikan unsur yuridis dan
ekonomis. Dari aspek yuridis, konsekuensi pembadakPasal 87 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 5 ayatlgd)Pasal 6 Perda Kota Surabaya
Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu dilakukan diferesisaatara pemungutan retribusi dengan
penerbitan IPLT. Secara normatif pemungutan redridilakukan atas pemberian pelayanan
pengolahan limbah cair dalam bentuk limbah tinja tidak diatur secara tekstual syarat
kewajiban kepemilikan IPLT terhadap subyek oramguabadan penikmat layanan dalam
pemungutan retribusi. Sedangkan secara ekonomis karannya dengan besaran tarif
retribusi yang ditetapkan.
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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN
REKLAME DI KOTA SURABAYA
SESUAI PERWALI NO. 21 TAHUN 2018

Ovi Shinta Mayasari' dan Rusdianto Sesung?
Universitas Narotanta
veyshynta@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to provide a description and acacl@ecommendations related to the law
enforcement of advertising licensing in the citySfrabaya. This study tries to discuss the
form of holding billboards and imposing sanctiomsuiolations of billboard licensing laws in
the city of Surabaya. The conclusion of this stiglthat the form of holding billboards is a
violation of technical provisions, billboards aretricensed, SIPR expires, billboards are
blank material and taxes are in arrears as stat@etiwali No. 21 of 2018 which is the basis
for the implementation of billboards in the city®firabaya, while the imposition of sanctions
for violations of advertising licensing laws bypatiating administrative sanctions in the form
of written warnings, freezing of SIPR, sealing dfbdmards, revocation of SIPR, placing a
cross on billboard material and/or publishing ire tmedia mass; and/or demolition of
advertisements. It is hoped that billboard orgamsizeill comply more with the established
rules so as to create legal awareness and redeaeskis arising from violations. The active
role of various parties, both regional apparatus thie community, is also needed to control
oversight of advertisement violations.

Key words: advertising violations, supervision, and administrative sanctions.

PENDAHULUAN

Kota Surabaya adalah salah satu kota yang lebihu ndgn terbuka dalam
penyelenggaraan perijinan, salah satunya perijireklame. Reklame merupakan media
promosi dibidang jasa yang bertujuan untuk mempeingatau menarik masyarakat dalam
rangka membeli atau memperhatikan suatu produkntert Penempatan papan reklame di
luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besdratap kehidupan di perkotaan karena
media reklame tersebut sering kali memiliki orisntakasi pada jalan-jalan utama perkotaan
yang memiliki keuntungan antara lain lokasi yangtsgis, mudah dijangkau, aglomerasi
kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas sosial d@maeni, serta kesiapan infrastrukturnya,
sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol edarmasi yang disampaikan semakin
efektif. Reklame dengan segala karakteristiknyaarsewisual memiliki kontribusi utama
terhadap kesan suatu lingkungan. Reklame umumnyagdimenjadi dua kategori yaitu
reklame insidentil (poster, baliho, selebaran dam-lain) dan reklame tetap/terbatas
(megatron, papan reklame berukuran >8m2, billbogidgotron dan sebagainya.). Jumlah
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titik reklame di kota Surabaya saat ini berjumlainakg lebih 20 ribu titik lebih yang tersebar

diseluruh kawasan dan wilayah kota Surabaya. Maskikgtentuan penyelenggaraan reklame
telah sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah daatuPen Walikota, tetapi pada

kenyataannya masih banyak ditemukan sejumlah ggéaan reklame di sepanjang jalan
raya dan fasilitas umum lainnya. Jumlah pelanggaekiame di kota Surabaya terus

meningkat setiap tahunnya. Banyaknya kasus-kadasggaran reklame tidak berizin hingga
permasalahan mengenai pajak reklame di setiap l[daeampaknya selalu terjadi dan

menimbulkan banyak pertanyaan mengenai fungsi peaggn reklame yang dilakukan

selama ini.

Salah satu contoh pelanggaran reklame terjadi lkaggasejumlah papan reklame yang
berdiri tanpa izin, reklame liar dan dinilai mengogi nilai estetika kota. Selain itu, dengan
banyaknya jumlah pelanggaran reklame yang tiddetelali dan tersebar di seluruh wilayah
kota merupakan suatu permasalahan kota yang ményadsaturan perundang-undangan.
Banyaknya reklame yang tidak berizin menimbulkamadun mengenai pengawasan dan
penegakan hukum yang kurang efektif . Sehinggatiétak nya mulai dipertanyakan oleh
berbagai pihak, tidak hanya itu pelanggaran reklajaeg tidak berizin tersebut dapat
merugikan pendapatan daerah yang bersumber padk pe§lame khususnya PAD Kota
Surabaya (kebocoran pajak daerah). Pajak reklamlatadalah satu sumber penerimaan
daerah yang potensial, sehingga pemerintah daemtu pnelakukan optimalisasi.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah digapaliatas, penulis tertarik merumuskan
permasalahan tentang bagaimana Penegakan Hukurad@ertiferizinan Reklame di Kota
Surabaya sesuai Perwali No. 21 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam naskah ak&d@&madalah penelitian hukum
normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu proseggenelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dgirnsrmatifnya. Logika dalam penelitian
hukum normatif dibangun berdasarka n disiplin ilmidan cara-cara kerja ilmu hukum
normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum gendiri terutama peraturan peraturan
hukum sebagai suatsiructured whole of system. Jenis penelitian hukum ini yang bersifat
preskriptif dengan mengkaji permasalahan hukum glempektif hukum positif negara dalam
sistem peraturan perundang-undangan maupun dalamsapu pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, doktrin-doktrin ahli hukudan bahan kepustakaan lainnya
berkaitan dengan objek penelitian.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatanademgksud untuk mendapatkan
kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermdsatalintuk ditemukan jawabannya.
Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam usemypenelitian ini adalah
pendekatan konseptualcoficeptual approach) dan pendekatan perundang- undangan
(statuteapproach).
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C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan datemelitian ini, maka fokus
penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer lbahan hukum sekunder. Penelitian ini
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah aemat bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peaatuperundang-undangan di
Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedang&han hukum sekunder, yang digunakan
dalam naskah akademik ini menggunakan literatardiur yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian, berupa buku-bukikeBurnal ilmiah, makalah berbagai
pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konpapsip, teori, doktrin dan pandangan para
sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengbjek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitiahlakukan dengan metode studi
kepustakaan(library research) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan seseagah permasalahan yang akan
dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajiararbatukum untuk mencari solusi
maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggamaknalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan paratperundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukuntaPex, peneliti menetapkan isu hukum
yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selgajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dararbaiukum sekunder serta
wawancara. Selanjutnya bahan hukum yang telah rgsldli tersebut diolah dengan cara
mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan mensistematisasi kemudian
dilakukan analisis secara sistematis agar menkap&esimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame Di Kota Surabaya

Izin diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksarfangsi pengaturan dan bersifat
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhaklagiatan—kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendafteskomendasi, sertifikasi, penentuan kuota
dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biashagus dimiliki atau diperoleh suatu
organisasi perusahaan atau seseorang sebelum gas@ngkutan dapat melakukan suatu
kegiatan atau tindakan.

Adapun pengertian perizinan menurut Adrian Sutedalah salah satu bentuk
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengg@mdgang dimiliki oleh pemerintah
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh arakat*

Sedangkan menurut Ten Betge izin merupakan suatgsetpgian dari penguasa
berdasarkan undang—undang atau peraturan pemerintdbk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan-daraperundang-undangan.
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Berdasarkan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 204i8, Penyelenggaraan Reklame
adalah izin penyelenggaraan reklame yang dibemkaim Kepala Badan Pendapatan Daerah
untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Reen, Reklame terbatas tidak
memerlukan IMB, sedangkan Dinas Perumahan RakyatKdavasan Permukiman serta
Pertanahan Surabaya untuk 1zin Penyelenggaraamameklerbatas yang memerlukan IMB.

Umumnya permohonan izin harus menempuh prosedtentaryang ditentukan oleh
pemerintah, selaku pemberi izin juga harus memepersyaratan-persyaratan tertentu yang
ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosdgah persyaratan perizinan berbeda-beda
tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin.

Suatu perizinan dapat secara langsung mempengaerbierapa aspek yaitu aspek
lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinan wshakonomi. Fisik lingkungan lambat
laut akan menjadi rusak apabila sistem perizinaiogk teratur, penataan kawasan usaha juga
tidak teratur apabila sistem perizinanya tidak efek)paya dalam kegiatan pembangunan
tidak terlepas dari tujuan nasional yaitu pembaagumntuk mewujudkan suatu masyarakat
adil dan makmur, dalam hal ini perizinan ikut seféd&am memainkan peranan penting dalam
tujuan pembangunan. Sistem izin terbagi menjadi({8) yaitu sebagai berikut:

a. Larangan

Larangan yang dimaksud adalah suatu izin yangagikamn oleh pemerintah dijadikan
instrumen yuridis yang mempunyai sifat sebagai egaban atau preverentif instrumental .
Izin juga instrumental dan dapat dipakai dalam mgdhukum administrasi, yang bertujuan
untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikasegdur yang dianjurkan untuk
mencapai suatu tujuan. Setiap hal yang dilarargnd@lenetapan perizinan harus diatur dalam
peraturan perundang-undangan yaitu berlandaskangsas negara hukum.

b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualiai. (iz

Perizinan ialah persetujuan dari pemerintah pademadarangan, karenanya izin harus
berdasarkan pada ditetepkannya keputusan pemerintian isi dari izin yang dijadikan
peraturan norma penetapan, oleh karena itu izend&lentuk tertulis, konkret dan individual
harus memuat uraian dengan jelas mengenai isiipenizang diberikan.

c. Ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Ketentuan merupakan syarat yang mendasari pemisran perizinan oleh pemerintah.
Banyaknya perizinan yang dihubungkan dengan symay berkaitan dengan instrumen
pengendalian oleh pemerintah yang berfungsi selsigiaim perizinan. Ketentuan juga dapat
dikatakan keharusan yang berkaitan dengan pelaksgmerizinan didalam praktek hukum
administrasi untuk mencapai suatu tujuan.

1. Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
Ketentuan Penyelenggaraan Reklame berdasarkan®agat (1) Peraturan Daerah No.
5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, majibenuhi ketentuan sebagai berikut:

! Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,

2010, hlm. 52
Y, Sri Pudyamoko, Hukum Perizinan Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, him.61
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QD

. diselenggarakan dengan tidak menutup pandaagaout lampu pengatur dan kamera
lalu lintas;

b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintashadap sebidang kereta api;

c. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/kakst reklame terdekat harus mendapat
rekomendasi dari PT.KAI,

d. jarak dari jaringan kabel listrik tegangan megan keatas harus mendapat
rekomendasi dari PT. PLN;

e. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana pdasarana kota serta tidak
mengganggu pemeliharaannya;

f. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkamurut persyaratan teknis sesuai
ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peratuathkoid No. 21 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan reklame, harus memeetenitian:

a. sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsk bitddeh bertentangan dengan norma
keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, leesudin kesehatan;

. luas bidang reklame disesuaikan dengan keadamaadietika kota;

. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik laatau yang menguasai lahan;

. bidang reklame beserta konstruksinya, tidakrbglehkan menembus atap bangunan;

. bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar;

penyelenggaraan reklame menempel pada banguapat dipasang dengan ketentuan
bidang reklame tidak melebihi garis pagar;

g. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diggleakan dengan ketentuan bidang
reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempairak tersebut;

h. pada penyelenggaraan reklame di halaman, letlandp reklame tidak boleh melebihi
lebar sisi halaman tempat reklame tersebut disgbmagian.

I. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasaadap sebidang kereta api;

J. Jarak dari as rel kereta api sampai bidang/koksi reklame terdekat harus mendapat
rekomendasi dari PT. Kereta Api Indonesia;

k. pada penyelenggaraan reklame yang berdekatagadekabel listrik tegangan
menengah keatas, maka jarak jaringan kabel listgangan menengah keatas harus
mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listigiairde

|. penyelenggaraan reklame tidak boleh menggangggsf atau merusak sarana dan
prasarana kota serta tidak boleh mengganggu pearegihnya;

m. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluransingai atau badan jalan;

n. diselenggarakan dengan tidak menutup pandargalou;, lampu pengatur dan kamera
lalu lintas;

0. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkanurut persyaratan teknis sesuai
ketentuan yang berlaku;

p. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi ted@ame dengan luas bidang paling
sedikit 30 m2 (tiga puluh meter persegi);

g. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidagiJame sehingga tidak
menyilaukan pandangan pemakai jalan;

r. instalasi listrik yang dipasang harus memenudrisyaratan teknis sehingga tidak
membahayakan keselamatan umum;

s. tidak menampilkan materi minuman beralkohol/maua keras.

t. bangunan konstruksi reklame dilarang kosongaanateri.

-~ DO OO T

Penyelenggaraan reklame jenis insidentil harus mahidetentuan sebagai berikut :
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a. untuk reklame insidentil jenis kain harus menmeketentuan:

1. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampwaten lalu lintas, tiang kamera
lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohomdpagar;

2. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atastkdesi reklame jenis megatron
dan jenis papan;

3. tidak boleh diselenggarakan melintang di atiasja

4. materi reklame bersifat jangka pendek atau memepsikan suatu kegiatan yang
bersifat insidentil.

b. untuk reklame insidentil jenis melekat tidak efipolehkan ditempelkan pada rambu
lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jdlanum (PJU), tiang telepon atau sarana
dan prasarana kota lainnya

c. untuk reklame insidentil jenis baliho harus mente ketentuan :

1. luas bidang reklame paling besar 24 m2 (duahpeihapat) meter persegi;
2. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatam event yang bersifat
insidentil.

d. untuk reklame insidentil jenis balon udaraktif@tuhnya tidak boleh berada pada
ruang milik jalan.

e. untuk reklame insidentil pada kendaraan berntwars memenuhi ketentuan :

1. sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rypada kendaraan bermotor serta
mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan;

2. penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksua Ipadif angka 1 dilarang
untuk reklame jenis megatron

Sesuai Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 pa&alyat 2 bahwa untuk menunjang

estetika kota, keamanan dan keselamatan masyasaklat untuk mengatur titik reklame
dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih téfelalam menyampaikan pesan,
penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu dadlam ketentuan mengenai Kawasan
Penataan Reklame. Mendasari hal tersebut telaghldianya Surat Keputusan Walikota No.
188.45/510/436.1.2/2022 tentang Kawasan Penata&tarRe di Jalan Basuki Rahmat,
Embong Malang, Blauran, Praban, Tunjungan, GubeBuriyo, Pemuda, Urip Sumoharjo,
Darmo, Kertajaya, Manyar Kertoarjo, Adityawarman,ayyjén Sungkono, Mayjen HR.
Muhammad, Pandegiling, Dharmahusada, Bubutan, Wah|aKapasari, Bunguran, Sulung,
Semut Madya Indah, Ngaglik Surabaya. Kawasan tatseitetapkan guna menjadi dasar
dalam mendirikan lzin Penyelenggaraan Reklame dan Mendirikan Bangunan/
Persetujuan Bangunan Reklame. Adapun ketentuammeklyang berada pada Kawasan
Penataan Reklame tersebut adalah :

1. Berada pada Ruang Milik Jalan dan ruang publigegdanjang jalan dan/ atau dapat
menyatu dengan sarana dan prasarana jalan sesatairge perundang-undangan

2. Diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame paesagan luas bidang lebih 8m2
dan reklame megatron.

2. Larangan Penyelenggaraan Reklame

Dalam Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 pasaleBit bangunan/ lokasi yang
dilarang bagi penyelenggaraan reklame terbatés parada Area kantor instansi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau PemerintanaBba@ugu Pahlawan di Jalan Pahlawan,
Monumen Surabaya di depan Kebun Binatang Surabayalah Setail, Monumen Bambu
Runcing di Jalan Panglima Sudirman, Monumen Karapapi di Jalan Urip Sumoharjo,
Monumen Polri di Jalan Darmo, Monumen Gubernur 8udy Jalan Gubernur Suryo,
Monumen Mayangkara di Taman Mayangkara Jalan Ahiadi, Monumen Panglima
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Sudirman di Jalan Yos Sudarso, Monumen Wira Surgang di Jl.Raya Darmo (depan
Terminal Joyoboyo), Jembatan Merah di Jalan Kemhlpun, Taman Surya Balai Kota
Surabaya, Taman Alon — Alon Contong, Taman Jayemgd.Rajawali (depan Jembatan
Merah), Monumen Ronggolawe di Jalan Gunungsariyeklmyo, Monumen Bahari di Jalan
Darmo, Monumen Pejuang di Jalan Cendana, Taman afignphonceng di Jalan Basuki

Rahmat, Patung Joko Dolog di Jalan Taman ApsamamaMakam Pahlawan, Patung Yos
Sudarso di Jalan Rajawali, Makam Pahlawan Nasion®R Soepratman di Jalan

Kenjeran, Taman Prestasi Jalan Ketabangkali, TaBwamgkul, Taman Mundu di jalan

Tambaksari/Nanas/Mundu/Juwet, Taman Lansia di j&8dmon/Gubeng, Taman Flora di

jalan Bratang/Manyar/Ngagel Jaya Selatan, TamdanBedi jalan Ahmad Yani, Taman

Persahabatan di jalan Sulawesi, Taman Ekspresilah Ienteng Kali, Taman Buah di jalan
Undaan Kulon, Taman Paliatif di jalan Soka, Tamate Arma Suryani di Jalan Panglima
Sudirman, Taman Keputran di JI. Keputran, TamanagalPakal di JI. Raya Pakal, Taman
Harmoni Keputih di JI. Keputih Tegal, Taman Bulakriferan di Jl. Bulak Cumpat, Taman
BMX di JIl. Pemuda, Jembatan viaduct, Jembatan Uf@atph. Larangan tersebut berlaku
pula untuk reklame yang diselenggarakan :

a. di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan;

b. menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkut

c. diluar area/pagar yang dapat menutupi pandangamadap bangunan yang

bersangkutan dalam hal dilihat dari arah jalan.

Penyelenggaraan reklame sesuai Peraturan Daeralb Nahun 2019 dilarang pada
tanah/ bangunan Pemerintah atau tempat-tempagdain diatur pada Peraturan Walikota No.
21 Tahun 2018, reklame yang diselenggarakan paftetitik yang tidak sesuai dengan
ketentuan penataan reklame, reklame yang menggafuygsi atau merusak sarana dan
prasarana kota, reklame dengan materi minumankio@é@l/ minuman keras.

3. Bentuk Pelanggaran Reklame
Semua pemasangan reklame harus terlebih dulu mathdapizin walikota melalui
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permoks®sda Pertanahan atau Kepala
Badan Pendapatan Daerah, serta mematuhi ketenttamikan yang ada dalam Peraturan
Walikota No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggam@aklame. Akan tetapi banyak
perusahaan yang mengabaikan hal tersebut sehinggadit pelanggaran terhadap
penyelenggaraan reklame. Seiring berjalannya wagalanggaran-pelanggaran terhadap
penyelenggaraan reklame semakin sering terjadiefdpla bentuk pelanggaran antara lain:
1. Reklame yang sudah berdiri namun tidak beriaik heklame insidentil, reklame
permanen dan reklame terbatas.
2. Reklame yang habis masa berlaku SIPR nya.
3. Reklame yang belum mempunyai peta lokasi dan pe@a reklame terbatas.
4. Reklame yang sudah berdiri dan berizin namunaraeceksisting dilapangan
pembangunannya menyalahi ketentuan terkait penygéeaan reklame yang berlaku.
5. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohoaamun tidak sesuai rekomendasi/
pertimbangan dari tim reklame).
6. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohamamun tidak menyelesaikan
pembayaran dan retribusi).
7. Reklame yang tidak berizin karena tidak sesweaigdn ketentuan penyelenggaraan
reklame di kawasan penataan.
8. Reklame yang tidak berizin yang berdiri padagoaan/ lokasi yang dilarang bagi
penyelenggaraan reklame terbatas.
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9. Reklame yang materinya kosong namun tidak méanrgian layanan masyarakat.
10. Reklame yang materinya masih dipasang hamtusaisa menunggak pajak.

B. Pengenaan Sanks Terhadap Pelanggaran Hukum Perizinan Reklame Di Kota Surabaya

Perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi pgiban dan fungsi pengaturan. Fungsi
penertiban yang dimaksud yaitu agar setiap izin kégiatan yang terjadi dimasyarakat tidak
bertentangan satu dengan yang lainya, sehingga t&apaljudnya suatu ketertiban dalam
setiap kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari fupgsgaturan yang dimaksud yaitu supaya
perizinan dapat digunakan sesuai dengan peruntakaaypaya tidak disalahgunakanya izin
yang diberikan, fungsi pengaturan dapat diartikagajsebagai fungsi yang dimiliki oleh
pihak yang berwenang atau pemerintah.

Syarat — syarat terdapat dalam perizinan yaituifaerkondisional dan konstitutif.
Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilinditilai apabila penilaian tersebut sudah ada
dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku di ikgeraersebut terjadi. Bersifat konstitutif
yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yanghdikan harus terpenuhi, yang artinya
suatu pemberian izin harus dipenuhi apa bila tidgienuhi maka akan dikenakan séksi.

Pemasangan reklame juga tidak terlepas dari izngguenaan jalan yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentdag.Jika terdapat reklame yang tidak
mentaati peraturan perundang- undangan yang benfaka aparat penegak hukum dapat
melakukan penegakan hukum. Melalui peraturan- peratyang telah ditetapkan, maka ada
akibat hukum apabila terdapat ketentuan yang djang

Akibat hukum atas pelanggaran terhadap izin rekl@rsbut selain pembongkaran juga
terdapat sanksi administratif yang harus tetapksidaakan dan juga ditegakkan demi
keadilan. Pelanggaran izin reklame di Kota Suraldegrauslah ditangani dengan cepat dan
selanjutnya diberikan sanksi administrasi bagiagpam yang melanggar.

1. Pengawasan Reklame

Pengawasan diartikan suatu kegiatan yang dilakwdgar mengetahui apakah tugas
maupun kegiatan yang diberikan apakah sesuai deygag dilapangan (Hadjon 1993).
Menurut pendapat Sujamto yang yang sama denganapandHadjon mengartikan
pengawasan yaitu segala kegiatan ataupun usahavegeyetahui serta menilai kenyataan
sebenarnya terhadap pelaksanaan kegiatan atay &pgdsh tugas atau kegiatanya tersebut
sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujamto 198ffapat beberapa syarat dalam
melakukan pengawasan yaitu:

a. Pengawasan wajib mencerminkan sifat kegiatan
b. Pengawasan wajib melaporkan apabila terdapgimpangan secara cepat.
c. Pengawasan wajib bisa menatap jauh ke depan
d. Pengawasan wajib mengecualikan hal-hal yangrngent
e. Pengawasan wajib subyektif
f. Pengawasan wajib fleksibel
? Ibid, him. 193

*Soehino, Asas-asas Tata Pemerintah, liberty, yogyakarta,1984,him 97
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g. Pengawasan wajib mencerminkan pola organisasi

h. Pengawasan harus ekonomis

I. Pengawasan harus bisa dipahami

j. Pengawasan harus menunjukan tindakan koreksvéAand Lubis 2004).

Untuk mendapatkan suatu pengawasan yang efektiirtga dibutuhkan prinsip-prinsip
pengawasan untuk menunjangnya. Dalam pengawasdap#&tr dua pokok prinsip yaitu
adanya rencana tertentu dan adanya pemberiangiesetta wewenang-wewenang kepada
anggota organisasi. Prinsip pokok yang pertama&tetsmerupakan standar untuk dijadikan
alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan olehataggganisasi. Rencana

tersebut sebagai penunjuk apakah pekerjaan yaaiggditakan sudah berhasil atau tidak.
Sedangkan prinsip pokok yang kedua juga merupakamsip yang harus ada, untuk
menjamin agar sistem pengawasan tersebut benar-dapat berjalan efektif. Selain dua
prinsip pokok tersebut, dikemukakan oleh Mannullé2@05:174), suatu sistem pengawasan
juga harus mengandung prinsip-prinsip berikut :

a. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-keban dari kegiatan-kegiatan yang
harus diawasi.

b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangapngsamngan.

Fleksibel.

. Dapat mereflektir pola organisasi.
Ekonomis.

Dapat dimengerti.

g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Sistem pengawasan haruslah merefleksikan sifdt-giém kebutuhan dari kegiatan-
kegiatan yang perlu diawasi tentunya dengan digemugenis organisasi. Oleh karena itu,
agar sistem pengawasan dapat berjalan efektif, sakdaknya harus dapat melaporkan
apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aeacyang telah ditentukan. Hal ini
sejalan seperti yang dikemukakan oleh Manullang0%20074), yaitu “Suatu sistem
pengawasan yang efektif harus dapat segera meklapgé&nyimpangan-penyimpangan itu
dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selargutgar pelaksanaan keseluruhan benar-
benar dapat sesuai atau mendekati apa yang dietarasebelumnya.”

Mendasari Perwali No. 21 Tahun 2018 pasal 27, Wtdikberwenang melakukan
pengawasan terhadap reklame di daerah dan melirmapakdwenangan kepada Perangkat
Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Perangkat Daseshai tugas dan fungsinya
sebagaimana dimaksud antara lain :

a. Terhadap reklame yang tidak memiliki SIPR, mdikekukan oleh :

I. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset badaam hal bangunan reklame
berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daeyahg belum ditetapkan status
penggunaannya;

ii. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Baratajam hal bangunan reklame
berdiri pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daeyalng telah ditetapkan status
penggunaannya;

iii. Camat, sesuai dengan kewenangan pada wilagainastratif masing-masing.

b. Terhadap bangunan reklame yang telah memilRRSmaka pelaksanaannya dilakukan
oleh Tim Reklame.

Adapun Bentuk-bentuk pengawasan menurut obyekasdiritatas >

1. Pengawasan langsung, merupakan pengawasan yakgkdilasecara pribadi oleh
pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksagecek sendiri secara “on the

0 Qo0

1027



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 2, 2023

spot : di tempat pekerjaan dan menerima lapotaporan secara langsung pula dari
pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2. Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawgaag dilakukan dengan
mempelajari laporan-laporan yang diterima dari ksdaa baik lisan maupun tetulis,
mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya pemgawasan “on the spot”.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi subjek pengawdibedakan dalam dua jenis, yakni:

1. Pengawasan Internal, adalah pengawasan yargkhla oleh suatu badan/lembaga
pengawasan terhadap organ-organ dalam tubuh suggnisasi.

2. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yalgildih oleh perangkat, pejabat
atau lembaga pengawasan di luar suatu unit organisa

Berdasarkan Segi Waktu Pengawasan. Yang dimakswghdevaktu pengawasan adalah

berdasarkan saatnya pengawasan dilakukan atau vpeseya dilakukan pada suatu waktu

tertentu. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan paragan, pengawasan dibedakan menjadi
dua jenis, yaitu:

1. Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yamduki#n sebelum pekerjaan
dilaksanakan, dengan tujuan untuk menghindari lgaibapenyelewengan,
penyimpangan dan kesalahan yang mungkin dapatditerpengan kata lian,
pengawasan preventif adalah tindakan pencegahdradegs hal-hal yang tidak
dikehendaki terjadi dalam suatu pekerjaan.

2. Pengawasan Represif, adalah pengawasan yakgkditasetelah adanya pelaksanaan
pekerjaan, dengan maksud untuk menjamin kelangsupefaksanaan pekerjaan agar
hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetagatselumnya.

Berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2018 tim reklaslairs menganalisa permohonan

izin reklame dan memberikan rekomendasi juga mé&kkpengawasan antara lain:

1. Badan Pendapatan Daerah : melakukan pengavwexvaap SIPR Insidentil, Permanen,
dan Terbatas yang tidak memerlukan IMB serta pakaa dan jaminan biaya bongkar
bagi setiap penyelenggaraan reklame.

a. Pengawasan terhadap SIPR Insidentil, Permamehathatas meliputi :

(1)kesesuaian penyelenggaraan reklame dengartkateyang berlaku;

(2)  kesesuaian ukuran, ketinggian, materi reklder@an izin yang diberikan;
(3)kesesuaian titik tepat reklame dengan izin ydibgrikan;

(4)pemenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame;

(5)pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;

(6)pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;

(7)kepemilikan SIPR; dan

(8)berakhirnya masa izin.

b. Pengawasan terhadap perpajakan dan jaminantmagkar meliputi :

(1)pengisian SPTPD dan persyaratannya,

(2)kepemilikan NPWPD;

(3)penetapan dan pembayaran Pajak Reklame dangarbongkar;

(4)penagihan pajak terutang, denda, tunggakark paja jaminan biaya bongkar;
(5)kesesuaian komponen — komponen pembentuk PRgllame dengan kondisi di
lapangan; dan

(6)penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar, PagaihlBayar dan Pajak Nihil.

® Rahardjo Adisasmita. Pengelolaan Pendapatan Dggakan Daerah, Graha llmu ,
Yogyakarta, 2011, him. 132-134
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Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimda Bertanahan : melakukan
pengawasan atas SIPR Terbatas yang memerlukan éMBUWB Reklame.
a. Pengawasan terhadap SIPR Terbatas, terdiri atas
(1)kesesuaian penyelenggaraan reklame dengartkateyang berlaku;
(2)kesesuaian pemohon dengan penyelenggara rekmeerdatftar;
(3)kesesuaian titik tepat reklame dengan izin ydibgrikan;
(4)pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
(5)pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
(6)kepemilikan SIPR; dan
(7)berakhirnya masa izin.
b. Pengawasan terhadap IMB terdiri atas :
(1)kepemilikan peta lokasi reklame;
(2)kepemilikan gambar konstruksi dan perhitunganny
(3)kepemilikan dan kesesuaian dengan IMB;
(4)pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Patigga Biaya Cetak Peta dan
Retribusi IMB;
(5)berakhirnya masa berlaku IMB.
Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Pematusaelakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruantk N#lan dan/atau Ruang
Manfaat Sungai;
a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame nyam@anfaatkan Ruang Milik
Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai terdiri atas :
(1)kesesuaian antara penyelenggaraan reklame mdéegantuan penyelenggaraan
reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaatgai
(2)Kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewayeaea titik reklame di Ruang
Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
(3)Pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyawaeitiame di Ruang Milik
Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai.
Dinas Perhubungan : melakukan pengawasan tgrhkdselamatan dan keamanan
berlalu lintas serta penyelenggaraan reklame yangmanfaatkan Jembatan
Penyeberangan Orang dan halte. Pengawasan terlkadatamatan dan keamanan
berlalu lintas dilakukan dengan melihat kesesugianyelenggaraan reklame dengan
aturan keselamatan dan keamanan berlalu lintas arigku, serta kesesuaian dengan
Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan.
Dinas Lingkungan Hidup : melakukan pengawasamatiap pemanfaatan penempatan
reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Peneradgian Umum dari aspek estetika
kota.
a. Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatameekid&Ruang Terbuka Hijau dan
Tiang Penerangan Jalan Umum meliputi :
(1)kesesuaian penyelenggaraan reklame dengarntkatepenyelenggaraan reklame di
Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum
(2)kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewayewa titik reklame di Ruang
Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
(3)pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyealwaektame di Ruang Terbuka
Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum.
(4)Pengawasan terhadap aspek estetika kota dalamgka harmonisasi
penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sek#&atay reklame lainnya.
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Berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2018 Pengawasaandt@at Daerah dan Tim
Reklame dilakukan pemantauan berdasarkan :

1. pengaduan atau pelaporan masyarakat;

2. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/ata

3. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.

Pelaporan masyarakat dilakukan secara tertulistddipampaikan melalui antara lain:
surat, surat elektronik, faksimili, layanan pesamglsat, dan/atau cara lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaporan tertulis yang disampaikan paling sedilinuat informasi :

1. Identitas pelapor yang paling sedikit memuabnmiasi nama, alamat, dan nomor

telepon yang bisa dihubungi;

2. lokasi terjadinya pelanggaran;

3. dugaan pelanggaran yang dilakukan;

4. waktu terjadinya pelanggaran.

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah inti dari penegakanumuladministrasi yang digunakan oleh
penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan mmadha hukum administrasi negara,
yang memiliki unsur meliputi alat kekuasaama¢htsmiddelen), bersifat hukum publik
(publiekrechtelijk), digunakan oleh penguasavérheid), dan sebagai reaksi terhadap
ketidakpatuhan réactive op niet- naleving)®. Jenis sanksi administrasi dalam hukum
administrasi, antara lain dapat berupa paksaan nraatean bestuursdwang), penarikan
kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkamm, (pembayaran dan subsidi),
pengenaan denda administratif, dan pengenaan @ésg pleh pemerintalangsom)”.

Pengaturan sanksi administratif yang tidak tepdndaPeraturan Kepala Daerah akan
mengakibatkan peraturan Kepala Daerah yang dibentriadi tidak efektif atau tidak ada
daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salél asas yang harus dipenuhi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, yait kestayagunaan dan kehasilgunaan
yang artinya pengaturan sanksi administratif datratu Peraturan Kepala Daerah dibuat
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermagfaktif dan efisien dalam mengatur
dan menyelesaikan permasalahan administrasi yantulki dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Pengaturan sanksi adminstratif yang tepat dalamatyp@n Kepala Daerah dapat
dipandang secara preventif untuk memberikan peamgatau ancaman kepada warga
masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketentang ditetapkan pemerintah dalam
peraturan perundang-undangan daerah. Hal tersebnyaasecara preventif, pengenaan
sanksi administratif bertujuan mencegah warga nrakgh melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undanganhdaera

®W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, him. 217-218

" Van Wijk/W.Konijenbelt, Dalam Indroharto, Usaha Mehami Undang Undang
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku | Bead?apgertian Dasar Hukum Tata Usaha
Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994 2.
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Pengaturan sanksi adminstratif yang tepat dalamatypan Kepala Daerah juga dapat
dipandang secara refresif, yaitu diharapkan adgmgmulihan keadaan seperti sebelum
terjadinya pelanggaran dan diharapkan memberikel jefa kepada si Pelanggar, agar tidak
mengulangi pelanggaran ketentuan yang ditetapkamefatah dalam peraturan perundang-
undangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018jKéta berwenang menerapkan
sanksi administratif kepada orang atau badan yaeljnggar ketentuan penyelenggaraan
reklame. Sanksi administratif sebagaimana dimaksara lain :

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan SIPR;

c. penyegelan bangunan reklame;

d. pencabutan SIPR;

e. pemberian tanda silang pada materi reklame @anmaempublikasikan di media
massa; dan/atau

f. pembongkaran reklame.

Berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2018 Walikota mgdihkan kewenangan penerapan
sanksi administratif kepada Kepala Dinas. Dalam ergggkan sanksi administratif, Kepala
Dinas penerbit izin selain mendasarkan padatyp@n perundang-undangan juga harus
memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang Peliéksanaan penerapan sanksi
administratif ditetapkan dalam Keputusan KepalaaBinlisampaikan kepada setiap orang
atau badan yang melakukan pelanggaran dalam peggalean bangunan. Keputusan sanksi
administratif berupa penyegelan dan pembongkarklame diterbitkan oleh Kepala Dinas
penerbit izin juga disampaikan kepada Kepala S&posebagai tembusan.

3. Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administrasi dilakukan oleh kepaks penerbit izin yaitu :
1. Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai wewengrigk pemberian izin
penyelenggaraan reklame insidentil, izin penyeajangan reklame permanen dan izin
penyelenggaraan reklame terbatas yang tidak meka@rluMB. Pemberian sanksi
administratif terhadap reklame yang tidak berizterdpkan terhadap :

a. Reklame yang tidak memiliki izin penyelenggarsgiiame dan

b. Reklame yang telah habis masa berlaku izin genggaraan reklamenya
Adapun mekanisme pemberian sanksi administratif :

a. Reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaresiiame

(1)Petugas pendataan dan penetapan reklame memdkagitulasi reklame yang
tidak berizin, Kepala Badan Pendapatan Daerah rbitken surat keputusan
tentang Sanksi administratif berupa pemberian tesildag pada materi reklame
dan/atau mempublikasikan di media massa yang @itandani secara elektronik
kepada penyelenggara reklame.

(2)Apabila penyelenggara reklame melakukan permahoizin penyelenggaraan
reklame maka proses selesai, namun apabila daltagkgavaktu 3 (tiga) hari kerja
sejak penerapan sanksi administratif berupa pearbdanda silang pada materi
reklame dan/atau mempublikasikan di media massgepamggara reklame tidak
segera mengajukan permohonan izin penyelenggaebame maka Kepala Badan
Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusanngerganksi administratif
berupa pembongkaran reklame permanen atas pengal@ag reklame yang
ditandatangani secara elektronik kepada penyeleaggklame.
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(3)Penyelenggara reklame diberikan kesempatarkuntmbongkar sendiri reklame
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejaterdhanya surat keputusan
Kepala Badan tentang sanksi administratif berupanbpmgkaran reklame
permanen atas penyelenggaraan reklame. Apabilaejgamgara reklame tidak
melakukan pembongkaran reklame sendiri, maka metneranohonan bantuan
penertiban kepada Kepala Satpol PP.

(4)Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh KepatipolSRP dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanyaasu permohonan bantuan
penertiban oleh Kepala Badan.

(5)Pelaksanaan sanksi pembongkaran reklame dkaange dalam Berita Acara,
yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur S&potlan sekurang- kurangnya 2
(dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecandaiaiatau unsur kelurahan.

b. Reklame yang sudah habis masa SIPR nya:

(1)Petugas membuat rekapitulasi reklame yang shdais masa SIPR nya, Kepala
Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputdsatang Sanksi
administratif berupa pemberian tanda silang padaennaeklame dan/atau
mempublikasikan di media massa yang ditandatangacara elektronik kepada
penyelenggara reklame.

(2)Apabila penyelenggara reklame melakukan pegoggn permohonan izin
penyelenggaraan reklame maka proses selesai, napaibia dalam jangka waktu
3 (tiga) hari kerja sejak penerapan sanksi admnatittberupa pemberian tanda
silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikkhn media massa
penyelenggara reklame tidak segera mengajukan pemaa izin penyelenggaraan
reklame maka Kepala Badan Pendapatan Daerah mimaerlsurat keputusan
tentang sanksi administratif berupa pencabutan Si&R) ditandatangani secara
elektronik kepada penyelenggara reklame dan mensuat permohonan bantuan
penertiban kepada kepala Satpol PP berupa pembamgkian/atau penurunan
materi reklame.

(3)Sebelum kepala Satpol PP menindaklanjuti speatnohonan bantuan penertiban
berupa pembongkaran dan/atau penurunan materinrekigenyelenggara reklame
diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri ne&laalam jangka waktu 7
(tujuh) hari kalender.

(4)Apabila penyelenggara reklame tidak melaksamak@mbongkaran dan/atau
penurunan materi reklame, maka berdasarkan surabpenan bantuan penertiban
maka Kepala Satpol PP melakukan pembongkaran reklam

(5)Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh KepatipolSRP dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanyaasupermohonan bantuan
penertiban dari Kepala Badan Pendapatan Daerahb&uara Pelaksanaan
pembongkaran reklame dituangkan ke dalam Beritarddcgang ditandatangani
oleh unsur Badan, unsur Satpol PP dan sekurangipoya 2 (dua) orang saksi
yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unkuakean.

Penerapan sanksi administratif atas penyelenggamgdame insidentil tidak berizin
dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
(1)Petugas UPTB melakukan peninjauan lapanganresdmerkala untuk menertibkan
reklame insidentil tidak berizin sesuai dengan yalamasing-masing.
(2)Apabila ditemukan reklame insidentil yang tidaérizin atau tidak mencantumkan
tanda pengesahan izin penyelenggaraan reklame paak®ri reklame yang
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ditayangkan maka petugas melakukan pembongkararatdanpenurunan materi
reklame.

(3)Apabila pada saat ditemukan reklame insidegpihg tidak berizin atau tidak
mencantumkan tanda pengesahan izin penyelenggaekéame petugas bertemu
dengan penyelenggara reklame, maka petugas dapakuken penagihan dan
pembayaran pajak reklame secara langsung seswugardgmmlah pajak reklame yang
harus dibayarkan.

(4)Kegiatan Penerapan sanksi administratif atagglenggaraan reklame insidentil tidak
berizin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinttan Bertanahan yang mempunyai
wewenang untuk pemberian izin penyelenggaraan meklgerbatas yang mempunyai IMB.
Dalam hal bangunan reklame permanen dengan luasdigbih dari 8 m(delapan meter
persegi) menggunakan konstruksi dan reklame meagéattak memiliki peta lokasi reklame
dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame, maka mekamipengenaan sanksi administratif
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangdartg Bangunan yakni Perwali No. 34
Tahun 2023. Adapun mekanisme nya sebagai berikut:

1. Penyelenggara reklame diberi peringatan tertldis dapat disertai dengan pemberian
tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.

2. Peringatan tertulis berisi perintah antara lainuntuk menghentikan kegiatan
pembangunan dan atau untuk memiliki IMB.

3. Apabila dalam waktu 7 hari kalender penyelenggeeklame tidak mematuhi
peringatan tertulis, Kepala Dinas menerapkan ssd#tihatau lebih sanksi administratif
berupa penghentian sementara atau tetap padagmkeiqn / atau penyegelan sampai
diperolehnya IMB.

4. Dalam melaksanakan pengenaan sanksi admirfigteatipa penyegelan Kepala Dinas
menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pelayekepada Satpol PP.

5. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak pengensanksi administratif berupa
penghentian sementara atau tetap pada pekerjaaks@eaan pembangunan dan/atau
penyegelan sampai dengan diperolehnya IMB tidak abeinmn Keputusan Penyegelan,
Kepala Dinas mengenakan sanksi administratif bepgpabongkaran bangunan.

6. Dalam rangka pelaksanaan sanksi administrasiphepembongkaran bangunan,
Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertibbarupa pembongkaran
bangunan yang tidak memilik IMB pada satpol PP

7. Satpol PP melaksanakan penertiban berupa perkd@mgpaling lambat 7 hari kerja
setelah diterimanya surat bantuan penertiban.

Reklame yang sudah memiliki IMB Reklame namun perghbaannya tidak sesuai,

adapun mekanisme pengenaan sanksinya sebagaitberiku

1. Penyelenggara reklame diberi peringatan tertldis dapat disertai dengan pemberian
tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.

2. Peringatan tertulis berisi perintah antara laintuk menghentikan pembangunan yang
melanggar dan/atau untuk menyesuaikan bangunamiskstientuan dalam jangka
waktu 7 hari kalender sebanyak 3 kali.

3. Apabila dalam jangka waktu 7 hari kalender pémnggara reklame tidak mematuhi
peringatan tertulis ketiga, Kepala Dinas menerapgalah satu atau lebih sanksi
administratif berupa pembatasan kegiatan pembangupanghentian sementara
pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB, danj&tabekuan IMB.
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4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh)aritkalender sejak pengenaan sanksi
penyelenggara reklame tidak mematuhi keputusan gmexay sanksi dimaksud,
Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebilksisaadministratif berupa
penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pgumzan dan/atau penyegelan
bangunan untuk pembangunan yang tidak sesuai déiigan

5. Dalam melaksanakan pengenaan sanksi admirfisb@tupa penyegelan. Kepala
Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban b@eipgegelan kepada Satpol PP.

6. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hHealender, setiap orang atau tidak
mematuhi pengenaan sanksi, Kepala Dinas menerbitkaputusan sanksi
administratif berupa pembongkaran bangunan yaiag sésuai IMB.

7. Dalam pengenaan sanksi administratif berupa pegkaran bangunan,
penyelenggara reklame dan/atau pemegang IMB ddrerikesempatan untuk
membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai IMRnd jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak diterbitkannya keputusamksi administratif berupa
pembongkaran.

8. Apabila penyelenggara reklame tidak membongiadisi bangunan yang tidak sesuai
IMB/PBG, Kepala Dinas menyampaikan surat bantuaemepgiban berupa
pembongkaran bangunan yang tidak sesuai IMB kePatjzol PP.

9. Satpol PP melaksanakan penertiban berupa peikdo@mgpaling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah diterimanya surat bantuan pigaert

10. Pembongkaran bangunan oleh Satpol PP dilaksanaktelah memenuhi
kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembeoagkaangunan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkampenjelasan isu hukum sebagaimana pembahasan ddatagatkan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Ada beberapa bentuk pelanggaran reklame antara lai
a. Reklame yang sudah berdiri namun tidak berizin baidame insidentil, reklame
permanen dan reklame terbatas.
b. Reklame yang habis masa berlaku SIPR nya.
c. Reklame yang belum mempunyai peta lokasi dan IMiBapaklame terbatas.
d. Reklame yang sudah berdiri dan berizin namun sea&ksisting dilapangan
pembangunannya menyalahi ketentuan terkait penygéeaan reklame yang berlaku.
e. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonarundidak sesuai rekomendasi/
pertimbangan dari tim reklame).
f. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonanunatidak menyelesaikan
pembayaran dan retribusi).
g. Reklame yang tidak berizin karena tidak sesuai aerigetentuan penyelenggaraan
reklame di kawasan penataan.
h. Reklame yang tidak berizin yang berdiri pada baaginokasi yang dilarang bagi
penyelenggaraan reklame terbatas.
I. Reklame yang materinya kosong namun tidak mendiklatayanan masyarakat.
j. Reklame yang materinya masih dipasang hamun statusanunggak pajak.
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2. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018ikéta berwenang menerapkan
sanksi administratif kepada orang atau badan yasgnggar ketentuan penyelenggaraan
reklame. Sanksi administratif sebagaimana dimaksara lain :

a. peringatan tertulis;
pembekuan SIPR;
penyegelan bangunan reklame;
pencabutan SIPR;
pemberian tanda silang pada materi reklame danfa¢amopublikasikan di media
massa; dan/atau

f. pembongkaran reklame.

Agar penyelenggara reklame lebih mentaati aturamg y@itetapkan sehingga dapat
mewujudkan kesadaran hukum dan mengurangi rgsikg ditimbulkan akibat pelanggaran.
Peran aktif dari berbagai pihak baik perangkarataenaupun masyarakat juga diperlukan
untuk mengendalikan pengawasan terhadap pelanggekiame.
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SEBAGAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
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ABSTRACT

llegal levies are acts committed by a person il servant or state official by asking for
payment of an amount of money that is inappropiateot based on the regulations relating
to the payment. This is often equated with extartia fact, extortion is the designation of all
forms of unofficial levies, which have no legal isaso these levies are referred to as illegal
levies (pungli). lllegal levies in most of the cagkat occurred contained an element of abuse
of authority. Is there an element of guilt and d¢nah responsibility for extortion. Abuse of
official authority in his position of committing tcof extortion is part of the core of the
offense. The element against the law is really eded determine someone has committed a
crime. Is the unlawful element in extortion consmtwith the principle of legality or not.
The author realizes the limitations of the authabgity to complete this writing. However,
the author hopes that what the author providesriting this law can be of benefit to the

author himself and all readers.

Key words: illegal levies, village administration, and public services

PENDAHULUAN
Latar belakang

Pelayanan publik di Indonesia secara umum masipasdouruk. Berbagai peraturan
yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitasypelan publik seolah tidak memberi
dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakgnyimpang dari aparat pelayan
publik (public servant) tidak juga berkurang, bamhkzenderung menjadi-jadi. Pelayanan
publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pembep@layanan prima kepada masyarakat
yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur petaérisebagai abdi masyarakat.
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Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjuokkahwa pelayanan publik dalam
bentuk pelayanan administrasi kependudukan belypansgnya berjalan dengan baik dan
masih ditemuinya hambatan. Secara umum, pelayanblik pdapat didefinisikan sebagai

serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrpslitik untuk memenuhi kebutuhan

seluruh warga negara yang memerlukan berbagai patég/anan, mulai dari urusan sosial
dan politik, berupa pembuatan Akte Lahir, Kartu daPenduduk ( KTP), Sertifikat Tanah,
kemudian aspek ekonomi dan bisnis, seperti izindadra atau berinvestasi, izin mendirikan
bangunan, maupun melakukan kegiatan bisnis untakaal dan tujuan-tujuan tertentu,

sampai kepada berbagai jenis pelayanan publikyaihn

Setiap warga Negara tidak pernah bisa menghindear lberhubungan dengan
birokrasi pemerintah. Pada saat yang sama, biiokpamerintah adalah satu-satunya
organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakeerbagai peraturan dan kebijakan
yang menyangkut masyarakat dan setiap warga nefjatah sebabnya pelayanan yang
diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut tamggyawab yang tinggi.

Setiap individu agar diakui keberadaannya sebagaig@/Negara Indonesia (WNI),
maka mereka berkewajiban untuk memiliki dokumemmieseperti Kartu tanda Penduduk
(KTP), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan lainnygeperti telah disebutkan sebelumnya,
yaitu diperlakukan sebagai kartu identitas diri da@njalankan aktivitas sehari-hari. Untuk
mendapatkan kartu identitas atau sejenisnya meamp&lewajiban dari pihak kelurahan
sebagai instansi pemerintah yang berada dibawahniaen dan langsung berhadapan
dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yaikgdan maksimal dalam rangka

pengurusan dokumen ( surat menyurat atau produkrhuk

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, oriemada kekuasaan yang amat kuat
selama ini telah membuat birokrasi menjadi semgkut dari misinya yaitu memberikan
pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnyéletenetapkan dirinya sebagai penguasa
dari pada sebagai pelayanan masyarakat. Akibasikap dan perilaku birokrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengabaaspirasi dan kepentingan
masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistikniarmperburuk sistem pelayanan publik

melalui penempatan kepentingan politik dan biraksabagai variabel yang dominan dalam

! peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakatencana, 2006), him.52
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penyelenggaraan pelayanan publik. Hal seperti éning mengusik rasa keadilan dalam

masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidik wlah birokrasi publik.

Seperti diketahui bahwa birokrasi pemerintah memgaunfungsi mengatur,
memerintah, menyediakan fasilitas, serta membernideayanan kepada masyarakat dengan
tujuan supaya kepentingan-kepentingan umum pelayatainistrasi dapat dipenuhi melalui
serangkaian aturan-aturan yang sama bagi semu&’pibmtuk melaksanakan fungsi
tersebut, maka dalam sistem birokrasi telah diatiatu struktur yang dimaksudkan untuk
memberikan solusi yang paling mendukung dan mempedsin kinerja para pejabat
pemerintah dalam mencapai sturktur ini mencakupyalgembagian kerja, pelimpahan
wewenang, dan prinsip impersonalitas yang tidalbdstabeda dalam pemberian layanan.
Salah satunya yaitu mengenai pelayanan publik ydibgrikan oleh pemerintah kepada

masyarakat.

Pelayanan publik merupakan proses pemberian laya@ary dilakukan oleh
pemerintah kepada masyarakat atau publik tanpa exsrbbedakan golongan tertentu dan
diberikan secara sukarela atau dengan biaya tersattingga kelompok yang paling tidak
mampu sekalipun dapat menjangkaunya. Pelayanan gidaigikan oleh pemerintah pada
dasarnya tidak berorientasi pada profit yaitu peay yang dilakukan sebenarnya untuk
kepuasan dari pada masyarakat sebagai pelanggaagasebentuk tanggung jawab

pemerintah.

Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang iraKiterlepas dari sejarah masa lalu
yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (punglipjetd satu kebudayaan yang telah
melembaga, pungutan liar (pungli) merupakan pemyakisyarakat yang telah membudaya

dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eset@syarakat kecil.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakugacara terpadu dilakukan
dengan cara moralistik (pembinaan mental dan mmoeadusia) dan cara abolisionistik (cara
penanggulangan gejala) sebagai tindakan prevéktimerintah pusat dalam hal ini sudah
membentu satuan tugas sapu bersih pungutan ligrdiatur dala peraturan Presiden Nomor

2 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Mel®elayanan Publik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), him. 2
3 Ghuffan, Ahmad, dan Sudarsono. Hukum Kepegawaidnddnesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him.37

1039



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 2, 2023

87 Tahun 2016. Pemerintah menyiapkan tiga cargpeia untuk masyarakat agar terlibat

aktif melaporkan tindakan pungli di lapangan, baidalui internet, SMS maupun telepbn.

Hasil survey beberapa masyarakat terhadap pelayamblik di beberapa instansi
pemerintahan yang bertugas melayani langsung kepaakyarakat menemukan bahwa
praktek pungutan liar (pungli) masih tumbuh subusetbagai instansi pemerintahan. Sering
sekali muncul masalah dalam pelayanan pemerintatnadap masyarakat, yang
mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanankpabliaranya pelayanan yang berbelit-
belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yark@ sueminta imbalan, kurang ramah,

lamban dalam fasilitas layanan.

Masalah praktek pungutan liar (pungli) terhadapayeshan publik pun pada proses
penyelidikan dan penyidikan mulai dari salah tapgkaelepaskan tersangka tampa dasar,
penanganan kasus yang tidak benar menurut atueanbgrian suap, pemberian fasilitas
sebagai bentuk intervensi yang dapat menggang@pamtiensi proses hukum yang berjalan.
Lebih jauh lagi banyak terjadi relasi kolutif argdtonglomerat hitam dan pengacara hitam.
Sudah menjadi pengetahun publik, bahwa dua akidemrap memberikan bantuan material
maupun jasa kepada pejabat dan apparat penegakhukuk mengintervensi sebuah proses
hukum. Relasi ini yang akhirnya membuat aparat gakdukum terjebak dalam loyalitas
ganda kepada pemberi + pemberi bantuan dan lempagegak hukum dengan adanya
praktek pungutan liar (pungli) ini, banyak pihakngadirugikan bahakan kepastian hukum

dan keadilan sulit untuk diwujudkan.

Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentujahlastéan pemerasan adalah
merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadingga senantiasa mewarnai sisi
kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Kdedna itu apapun bentuk dan upaya
mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan glelmasalahan yang multi kompleks
khususnya permasalahan manusia dalam melakukampbare kebutuhan hidup sempurna

serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang leeldsbeda.

Maka dengan demikian pelayanan publik dapat ditafsi sebagai tanggung jawab
pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kigpgen publik atau masyarakat yang
mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kasederta kesiapan dari pelaksana

pelayan tersebut. Untuk itu aparat pemerintah maatlebih meningkatkan keterampilan atau

* http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/safpemgli-program-pemerintah-sapu-bersih-pungli/
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keahlian dan semangat yang tinggi sebagai publigicge (pelayan publik), sehingga
pelayanan yang diberikan dapat secara maksianeaindé dan memberikan kepuasan kepada

masyarakat.

Dari uraian diatas, pungutan liar (pungli) menjsalah satu fakta yang menghambat
kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dadninihpemerintah. Tentunya
pemerintah harus optimis untuk merubah situaseberssehingga perlunya adanya langkah -
langkah agar bagaimana dapat mengoptimalisasi pknegkum dalam menanggulangi
pungutan liar (pungli) agar harapan pemerintah kumiembentuk penegak hukum yang

profesional, modern, terpercaya dapat terwujud.
Rumusan Masalah

1. Apa peran pemerintah dalam melakukan pelayanank@ubl
2. Bagaimana pandangan hukum terhadap pungutan har parak terjadi di beberapa

desa?
METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridesmatif. Yuridis normatif adalah
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hutammauwlengan cara menelaah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta paratperundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ikendl pula dengan pendekatan
kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- buérgtpran perundang-undangan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitigh ini
Dalam penelitian kali ini peneliti jenis pendekatamg digunakan yaitu :

a. Pendekatan Undang-undang (statute approach); Pamadekundang- undang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undanggdalasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekaiamdang-undangan dalam

penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baikam praktis maupun akadenhis.

® Kumorotomo, Wahyu. Sistem Informasi Manajemen mia@rganisasi Organisasi Publik,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, T8.
® Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana®ia Media Group, Jakarta, 2011, HIm.93
" Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010. Dualismen®litian Hukum. Normatif dan Empiris. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. HIm. 53.
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b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Pemaielkonseptual beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang bdskam di dalam ilmu hukum.
dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktintdali dalam ilmu hukum,
peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkangeeian-pengertian hukum,

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relemgardisu yang dihadapi.

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adadatelitian hukum normatif,

maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digaredalah sebagai berikiut:

a. Bahan Hukum Primer
1) Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan dasdb (1945);
2) Peraturan perundang-undangan,;
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dapat berupa :
1) Buku — buku hukum;
2) Jurnal — jurnal hukum;
3) Karya Tulis Hukum

4) Internet
HASIL DAN PEMBAHASAN
|. Peran Pemerintah dalam Pelayanan Publik

Peran pemerintah atau dengan kata lainnya biroknasniliki peranan kedudukan,
dan fungsi yang sangat signifikan dalam penyeleraggapemerintahan, yang tidak dapat
digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga lainnfarokrasi ini tidak hanya
menyangkut kepada birokrasi tetapi akan sangaditetikngan organisasi dan manajemen
pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan publik.

Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apaliikontrol oleh
kekuatankekuatan politik atau organisasi massa.udarmila kekuatan-kekuatan politik
dan organisasi massa tersebut kurang mampu memalgnngsi-fungsi artikulasi dan
agresiasi kepentingan masyarakat, apalagi bil& tdltunjang dengan adanya proses
pengambilan keputusan (rule making) dan pengomirpllaksanaan keputusan yang

8 peter Mahmud Marzuki, op cit. HIm. 554
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baik, maka hal ini bias mengakibatkan kekuasaakt@si menjadi besar. Bila kekuasaan
birokrasi lebih besar, akan memungkinkan aparabkbasi dapat dengan leluasa
mengendalikan lingkungan luar birokrasi, sehinggpaat mengokohkan kedudukannya
dalam tatanan organisasi pemerintahan Negara.

Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibptmerinta gagal untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan gagahlsasikan program-program
yang telah diputuskan.Dalam situasi demikian, makarat birokrasi mengakibatkan
menyusutnya sense of responsibility (rasa tanggawgb). Menyusutnya rasa tanggung
jawab terhadap tugas yang diberikan. Inilah yamygh menjadi pangkal tolak kurang
sigapnya aparat birokrasi dalam memberikan pelaykepada masyarakat

Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan kangs@adigma pemerintahan yang
masih belum mengalami perubahan mendasar. Paradiggnaatersebut ditandai dengan
perilaku aparatur Negara di lingkungan birokragigganasih menempatkan dirinya untuk
dilayani bukannya untuk melayani. Padahal pemdraniaseharusnya melayani bukannya
dilayani. Seharusnya, dalam era demokratisasi daenialisasi saat ini, seluruh
perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelaydogaarti pula semangat pengabdian
yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bamigéam membangun, yang
dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melapakan dilayani, mendorong bukan
menghambat, mempermudah bukan mempersulit, se@dethikan berbelit-belit, terbuka
untuk setiap orang bukan segelintir orang.

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan lesaas dengan keinginan
masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mesnical ini diperlukan kualitas
pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keingmesyarakat. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayaRablik setidaknya

mengandung sendi-sendi :

1. Kesedarhanaan, dalam arti prosedur atau tata cdeygman diselenggarakan
secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipaldanimudah dilaksanakan.
2. Kejelasan yang mencakup:
a) rincian biaya atau tarif pelayanan public
b) prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun adtratifs
3. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan puldikis dapat diselesaikan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
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4. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat lokasi semanaapelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan agapatanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.

5. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni mengsayananan harus
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah sert@abegkan pelayanan dengan
ikhlas.

6. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatgn dan pendukung lainnya
yang memadai termasuk penyediaan sarana teknokdgkomunikasi dan
informatika.

7. Kesedarhanaan, dalam arti prosedur atau tata cdeygman diselenggarakan
secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipaldanimudah dilaksanakan.

8. Kejelasan yang mencakup:

- rincian biaya atau tarif pelayanan public
- prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun idiratif

9. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan puldikis dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

10.Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat lokasi semanaapelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapaianfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.

11.Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni mengsayananan harus
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah seri@abegkan pelayanan dengan
ikhlas.

12.Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatendan pendukung lainnya
yang memadai termasuk penyediaan sarana teknokdgkomunikasi dan

informatika.

Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila ydbgrikan kepada masyarakat atau
pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihads ggayani. Pengakuan ini bukan
dari aparatur tetapi dari masyarakat atau pelanggangan adanya tata cara pelayanan
yang jelas dan terbuka, maka masyarakat dalam pesagu kepentingan dapat dengan
mudah mengetahui prosedur ataupun tata cara pelaygsng harus dilalui. Sehigga
pelayanan itu sendiri akan dapat memuaskan masta@kmerintah melalui lembaga
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dan segenap aparaturnya bertugas Pemerintah mielalbaga dan segenap aparaturnya

bertugas. Menurut Moenir bentuk pelayanan adanigeam yaitu :

1) Pelayanan dengan lisan
Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugaisgas bidang hubungan
masyarakat (humas), bidang layanan informasi damag lain yang tuganya
memberikan penjelasan atau keterangan kepada rakayanengenai berbagai
fasilitas layanan yang tersedia. Agar pelayanamnliserhasil sesuai dengan apa
yang diharapkan, adanya syaratsyarat yang haresutip oleh pelaku pelayanan,
yaitu :

« Memahami benar masalah-masalah yang termasuk kedalaang
tugasnya

« Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang @erigan lancar,
singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan ina@geka yang ingin
memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.

» Bertingkah laku sopan dan ramah tamah Harus da&addan sepi, tidak
berbincang, dan berbicara dengan sesama pegawanakenenimbulkan
kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.

2) Pelayanan dengan tulisan
Dalam bentuk tulisan, pelayanan yang diberikan daperupa pemberian
penjelasan kepada masyarakat dengan penerangarery@abtulisan suatu
informasi mengenai hal atau masalah yang sedanaditeiPelayanan dalam
bentuk tulisan terdiri dari dua macam yaitu :

* Layanan yang berupa petunjuk, informasi yang sejgang dilakukan
kepada orang-orang yang berkepentingan agar meikaamereka dalam
berurusan dengan instansi atau lembaga.

* Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atau pernashdaporan, keluhan,
pemberitahuan dan sebagainya.

3) Pelayanan bentuk perbuatan Layanan dalam bentldugten adalah pelayanan
yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasthuagan, bukan sekedar

kesanggupan atau penjelasan secara lisan.
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II. Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biatiemgat yang tidak seharusnya
biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau padgekan tersebut tidak sesuai ketentuan.
Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memunigya atau meminta uang secara
paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hadbtdrsnerupakan sebuah praktek
kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pundigar(selanjutnya disebut pungli)
bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pwamgliar yang secara etimologis dapat
diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungutrbajaeminta uang secara paksa.

Jadi pungli merupakan praktek kejahatan

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukeh séseorang atau Pegawai
Negeri atau Pejabat Negara dengan cara memintagyaman sejumlah uang yang tidak
sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang bark@engan pembayaran tersebut. Hal
ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasananguhnya, pungli adalah sebutan
semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidakpunyai landasan hukum, maka
tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pamdjat (pungli). Dalam bekerjanya,
pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekaraatau ancaman kekerasan terhadap

pihak yang berada dalam posisi lemah karena adenkegannya.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU N@@dahun 2001 berasal
dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 &/phuruf ¢ UU Nomor 3 Tahun
1971 , dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 selagiak pidana korupsi, yang
kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahufl2(Memahami untuk
membasmi), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor Bénra016 tentang Satuan Tugas
Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian pungutan ddalah suatu perbuatan yang
dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggang gangan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukatau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatibayar, atau menerima
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjgdsumatu bagi dirinya sendiri.
Penulis berkesimpulan bahwa pungutan liar adalatuspebuatan yang dilakukan oleh

pegawai negeri atau aparatur Negara yang memilda dhenyalahgunakan suatu

? Lijan Poltak Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implermentasi, (Jakarta:
Sinar Grafika Offset, 2006), him 96.
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kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah intdedgan menyalahi aturan hukum

sehingga menimbulkan akibat moril dan materil lmaxgng lain.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atashdteja pungutan liar dapat

dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:
a. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yaana terdapat unsur-unsur
yang sama dan saling berhubungan, antara lain uneriguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum dengan rangkaiaohk@&gan untuk atau agar orang

lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.
b. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yaana terdapat unsur-unsur
yang sama dan saling berhubungan, antara lain unerguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum dengan rangkalkerasan atau dengan ancaman agar

orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadany

c. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannyagale kajahatan jabatan ini,
karena rumusan pada pasal 415 pasal penggela@an HalHP diadopsi oleh UU No. 31
tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No.t&fun 2001, yang dimuat dalam

pasal 8.

Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas &ygublik kategori birokrat
kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah pesighaakibat gaji resmi para
birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bilaoknasi tingkat tinggi bisa melakukan
korupsi untuk menambah penghasilannya, maka bsoktimgkat rendah melalui
pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengan@an rendahnya etika birokrat

menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsialui pungutan liar.

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakagasarentan menjadi korban
pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Makgar'dipaksa" menyerahkan

sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaggawasan yang efektif untuk
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memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan MMasyarakat juga tidak
mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karendahmya kepercayaan
masyarakat terhadap citra para birokrat. Selajrpgngaduan masyarakat kerap kali tidak

mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspek&vagai pengawas internal.

Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbangritosi terhadap tumbuh
suburnya praktek pungutan liar dengan cara menkaasaemberi uang tanpa mampu
bersikap kritis melakukan penolakan pembayaranadildari biaya resmi. Budaya
"memberi" masyarakat untuk memperlancar urusan afengirokrat susah untuk
dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad. Sejak zaman feodal,

masyarakat terbiasa "memberi" kepada upeti kepgdalan aparat kerajaan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseanatekukan pungutan liar,

yaitu: 1°

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenarsgamasey dapat melakukan
pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan ptargliar.

2. Faktor mental, Karakter atau kelakuan dari padamasg dalam bertindak dan
mengontrol dirinya sendiri.

3. Faktor ekonomi, Penghasilan yang bisa dikatakaaktichencukupi kebutuhan
hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yanghbdie membuat seseorang
terdorong untuk melakukan pungli.

4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yanigentuk di suatu lembaga
yang berjalan terus menerus terhadap pungutan diéar penyuapan dapat
menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.

5. Terbatasnya sumber daya manusia.

6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

2 wijayanto, dkk, Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebakibat, dan Prospek Pemberantasan.
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2010), him.36.
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KESIMPULAN

Pada bab penutup ini penulis menarik beberapa kesam dari pembahasan skripsi ini.
Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada &etelumnya maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran umum pelayanan di Indonesia masih di ndelagan adanya tindakan
Pungutan Liar, Pelayanan yang berbelit-belit, pemggara pelayanan yang tidak
ramah dan praktek korupsi yang masih sering ditemuk

2. Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan gdaukan secara tidak sah atau
melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribsi@nurut KPK pungli
termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan mgangukum dimana pelakunya
dapat dikenakan pidana penjara maupun pidana dBuodgutan liar (pungli) adalah
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pediegeari atau Pejabat Negara
dengan meminta pembayaran sejumlah uang yanggsetalai atau tidak berdasarkan
peraturan yang berkaitan dengan pembayaran terdetmgutan liar (pungli) adalah
jenis pelnggaran hukum yang masuk kategori korupsngutan liar juga termsuk
dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalansdmrkejahatan jabatan di
jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri iseradau orang lain,
menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa segeardnk memberikan
sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayargamgotongan, atau untuk

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Saran

1. Beberapa hal terkait pungutan liar masih maraladégan peru diperbaiki agar terhindar
dari hal yang tidak diinginkan.
2. Perlu adanya pengetatan sistem pelayanan agarupelakgutan liar tidak semakin

menyebar dan meresahkan masyarakat desa.
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PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM BAGI PELAKU
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Ira Kurnia Prasetia® dan Moh. Saleh?
Universitas Narotanta
ira.kurnia.p@gmail.con

ABSTRACT

This paper aims to find out the forms of violatioh the law in the procurement of
government goods/services that can be subjectaklt sanctions and to find out the legal
consequences of imposing blacklist sanctions fopgieators of government procurement of
goods/services. In administering the governmera obuntry, the state has the duty to carry
out the life of the nation and state in order t@iave the welfare of its people. To carry out
this main task, one of which is that the governnieas the obligation to provide adequate
facilities and infrastructure to be used by itsglean various forms, whether in the form of
goods, services or infrastructure development. gdheernment cannot always provide all the
facilities and infrastructure needed by its peapieits own, for this reason the government
seeks to carry out development through spendintyitées using third parties, namely
providers/partners for the procurement of goods sewvices as implementers. the only
blacklist sanction as stated in Presidential RegulaNumber 12 of 2021. These sanctions
are intended as a tool for the government to obhgamds and service providers who have
high integrity and are able to assist the goverrimiencreating quality facilities and
infrastructure for public. From the government'snp@f view, the imposition of blacklist
sanctions for election participants/providers aitmsprovide a deterrent effect to election
participants/providers who are incompetent.

Key words : Procurement of government goods/services, blacklist sanctions, and
procurement actors.

PENDAHULUAN

Saat ini negara Indonesia sedang giat melaksana&arbangunan di semua bidang,
termasuk bidang peningkatan mutu sumber daya nmn&ilah satu contoh upaya
peningkatan sumber daya manusia adalah dengan ukalakperbaikan-perbaikan pada
sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah ylakgkdin instansi-instansi pemerintahan.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakastasktyang sangat penting dalam
mewujudkan pembangunan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan iswsglalg mengalami perkembangan
secara cepat, selain pelaksanaan sistem yang belkiembang tiap waktu, peraturan terkait
pengadaan barang/jasa pemerintah juga mengalaobgean yang relatif cepat. Pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah diatur sedemiljza sebagai salah satu bentuk dari
pengelolaan keuangan negara agar berjalan secekéf efan efisien. Dalam anggaran
belanja negara/daerah, pengadaan barang/jasa Riepdtisi yang cukup besar sehingga
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dalam prakteknya pemerintah menetapkan sanksidsatésentu untuk menjamin
terselenggaranya kegiatan pengadaan barang/jasipgah sesuai harapan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentancgo&ean Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/&msariAtah mengatur bahwa sanksi
dalam penyelengaraan kegiatan pengadaan barangi@sat dikenakan pada pelaku
pengadaan barang/jasa baik dari pihak pemerintahpaihak penyedia. Dalam hal pengenaan
sanksi terhadap pelaku pengadaan dari pihak petaerisanksi yang dikenakan adalah
berupa sanksi administratif sepanjang kesalahamy yhlakukan dalam ranah pengadaan
barang/jasa yaitu kelalaian terhadap suatu pemuyatag menjadi kewajibannya dan sanksi
hukuman disiplin ringan, sedang dan berat apal@thukti melanggar pakta integritas
berdasarkan hasil Putusan Komisi Pengawas Persaibgaha, Peradilan Umum, atau
Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, sanksi yaegndé oleh pihak penyedia yang terlibat
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sifatny leéragam, tidak hanya sanksi
administratif tetapi terdapat sanksi-sanksi lainiygag dapat memberikan dampak serius
pada kondisi perusahaan penyedia, salah satunjehasknksi berupa blacklist atau disebut
juga sanksi daftar hitam.

Blacklist dalam Black’s Law Dictionary diartikanlkssgai “a list of persons that are to be
avoided for one reason or another” (daftar oranmggylaarus dihindari karena satu dan lain
alasan). Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonegig daengartikan bahwa daftar hitam
adalah “daftar nama orang atau organisasi yanggdam membahayakan keamanan atau
daftar nama orang yang pernah dihukum karena micakkejahatan”. Pengenaan sanksi ini
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 282thng Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaamdidasa Pemerintah dan secara
khusus diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakargd®@an Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi DaftaardiDalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Ketentuan Pasal 1 angka 19 Peratur&PUKomor 17 Tahun 2018 mengatur
bahwa: “Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang rikba kepada Peserta
pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pexayad Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam janghduwertentu”. Dengan pengertian
tersebut dapat diketahui apabila terkena blacldistu sanksi daftar hitam perusahaan
penyedia akan mengalami kerugian dalam kurun wigktantu karena tidak dapat mengikuti
pengadaan barang/jasa diseluruh lingkup instamsepatah. Dari sisi pemerintah pengenaan
sanksi daftar hitam bagi peserta pemilihan/penybdidujuan untuk memberikan efek jera
kepada peserta pemilihan/penyedia yang tidak kaenpe{pabila dilihat dari sisi penyedia,
pengenaan sanksi daftar hitam secara ekonomishekpangaruh negatif untuk mendapatkan
pekerjaan yang lain dan tentunya merusak cashfeywsahaan atau pribadi direktur.

Permasalahan yang sering kali muncul adalah suatusphaan yang masih terkena
sanksi daftar hitam (blacklist) pada kementrianfaga/pemerintah daerah tetapi masih bisa
mengikuti pemilihan/tender di kementrian/lembagaipentah daerah lainnya. Berbagai
media online banyak memberitakan permasalahanbtgrsBengumuman atau penayangan
sanksi blacklist penyedia barang/jasa secara restlakukan oleh LKPP melalui media
elektronik yang mudah diakses oleh semua orangu yaielalui website. Berdasarkan
pembandingan berita kasus di media online terlaiks blacklist dengan melihat daftar
hitam nasional di portal LKPP diketahui bahwa teatabeberapa perusahaan yang
diberitakan telah diberikan sanksi daftar hitamnaketapi tidak terdaftar di portal daftar
hitam nasional LKPP. Praktek dilapangan, pencabstanksi blacklist penyedia dari daftar
tayang hanya didasarkan pada surat pencabutanPdsgguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA). Permasalahan yang ditielam penelitian ini adalah Bentuk
pelanggaran hukum dalam Pengadaan Barang/Jasaifamegang dapat dikenakan Sanksi
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Daftar Hitam, Akibat hukum pengenaan Sanksi Daftthtam bagi pelaku Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekayamg berkaitan dengan
pengumpulan data dan informasi; analisis; sertaygjam. Jenis dari penelitian hukum ini
adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatiftyderupa penelitian kepustakaan (library
research) untuk memperoleh data-data baik yanguimdesr kepada berbagai data dan
informasi yang di-release oleh Pemerintah, tulipana ahli dalam bentuk buku, jurnal,
artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yamgebar di dunia internet, pengalaman para
praktisi dan pengambil putusan, kebijakan dan eeguiasional dan internasional, dan lain
sebagainya yang terkait dengan otonomi, keuangamaldiadan perizinan lingkungan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatanademgksud untuk mendapatkan
kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermdsatalintuk ditemukan jawabannya.
Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam usemypenelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approactseptual (conceptual approach).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dgtemelitian ini, maka fokus
penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer lo@han hukum sekunder. Penelitian ini
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah @emat bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua pesatuyerundang-undangan di
Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedandbaiman hukum sekunder, yang
digunakan dalam naskah akademik ini menggunakanatitr-literatur yang berhubungan
dengan permasalahan dalam penelitian, berupa hbukw-tartikel/jurnal ilmiah, makalah
berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang ib&ossep, prinsip, teori, doktrin dan
pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggidtan dengan objek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitiandlilakukan dengan metode
studi kepustakaaflibrary research) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan seseagath permasalahan yang akan
dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajiararbdiiukum untuk mencari solusi
maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggana&nalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan paragerundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukumaex, peneliti menetapkan isu hukum
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yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selgajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer daarbhbkum sekunder. Selanjutnya
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolatgae cara mengklarifikasi berdasarkan
isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kieimudilakukan analisis secara
sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang
Dapat Dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Sjachran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah addédh ssdu kegiatan menunjang
pelayanan masyarakat/publik yakni kegiatan mentplerbarang/jasa yang dilakukan oleh
Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibtdgh APBN/APBD yang prosesnya
sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan semaina hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan
meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengagsasiapan pemilihan, proses
pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : Pemgquggaran (PA); Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)aPaj Pengadaan; Pokja Pemilihan;
Agen Pengadaan; Penyelenggara Swakelola; dan HanyedDalam proses pemilihan,
penyedia barang/jasa menyampaikan dokumen penakepada pokja pemilihan. Dokumen
penawaran terdiri dari dokumen administrasi, dokurkaalifikasi, dokumen teknis, dan
dokumen harga. Pada saat evaluasi dokumen penawalga pemilihan sering menemukan
adanya pemalsuan dokumen dan keterangan yang dig@npenyedia barang/jasa. Pokja
pemilihan dapat menyimpulkan demikian setelah meédak klarifikasi terhadap pihak ketiga
yaitu pihak yang menerbitkan dokumen tersebut. Dukuyang sering dilakukan pemalsuan
oleh penyedia barang/jasa adalah dokumen teknis@ammen harga, yaitu dokumen terkait
dengan pengalaman pekerjaan terdahulu dan dokuemkaittdengan dukungan terhadap
pekerjaan yang sedang diikuti proses pemilihanrgraebut. Jika pemalsuan dokumen
tersebut tidak ditemukan oleh pokja pemilihan, uaga kejadian ini akan menguntungkan
penyedia barang/jasa tersebut, dan sebaliknya akamgikan peserta pemilihan atau
penyedia barang/jasa yang lain.

Dalam proses pemilihan pula pokja pemilihan sermgnemukan indikasi adanya
persekongkolan penyedia barang/jasa dengan pgsemdihan lain. Kecurigaan tersebut
muncul karena ditemukan adanya kemiripan pada dekymnawaran. Penyedia barang/jasa
yang melakukan hal ini mempunyai tujuan agar memaupeluang yang lebih besar untuk
memenangkan proses pemilihan dengan menjadi lelaih shtu peserta pemilihan
dibandingkan dengan hanya menjadi satu pesertalipamiHal ini tentu saja juga akan
memperkecil peluang penyedia barang/jasa lain umbg@mnenangkan proses pemilihan.
Pemberlakuan daftar hitam dimaksudkan untuk mengazaya keseriusan calon penyedia
ataupun penyedia dalam mengikuti proses pengada@amdijasa pemerintah serta adanya
jaminan penyedia untuk dapat menyelesaikan korgemkiai dengan yang telah disepakati
termasuk menghindari penyedia melakukan kecuraatganpersekongkolan.

Pada proses pemilihan, peserta pemilihan dapadikiisi melakukan Korupsi, Kolusi,
dan/atau Nepotisme (KKN). Korupsi adalah suatu Udeketidakjujuran atau tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang atau suatu orgaryaagi dipercayakan dalam suatu jabatan
kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang hatam genyalahgunaan kekuasaan
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untuk keuntungan pribadi seseorang. Kolusi adakmpfakatan atau kerja sama secara
melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atauaaRtaryelenggara Negara dan pihak
lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan ategara. Nepotisme adalah setiap
perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hydagnmenguntungkan kepentingan
keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingasyarakat, bangsa, dan negara. Contoh
praktik korupsi pada proses pemilihan diantaranydaladn proyek fiktif; proyek
terbengkalai/gagal/tidak sesuai spesifikasi; wastpse; sub-kontrak illegal; hingga
pemerasan dan pungutan liar. Terakhir dalam haluasiamemiliki pola penyelewengan
berbentuk suap auditor dan pengaturan audit; miEmgkan temuan atau bukti;
meringankan hukuman; serah terima sebelum seldaai;berita acara atau laporan fiktif.
Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Diditam apabila:

1. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau kef@ngoalsu/tidak benar untuk
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumeemlihan;

2. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekolagkdengan peserta lain untuk
mengatur harga penawaran;

3. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsilusp dan/atau Nepotisme (KKN)
dalam pemilihan Penyedia;

4. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengasaalgiang tidak dapat diterima
Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan,;

5. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau trdakandatangani kontrak
katalog;

6. pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alesagtidak dapat diterima
sebelum penandatanganan kontrak;

7. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidakyelesaikan pekerjaan, atau
dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak olehyRRK disebabkan oleh
kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

8. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masalip@raan sebagaimana
mestinya.

B. Akibat Hukum Pengenaan Sanks Daftar Hitam Bagi Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihakeykingt dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penysediaai Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemeHRetabagian tugas dan kewenangan

pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjgdit ggmting pada

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang kinexjaaggat dipengaruhi oleh kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa dengan alokasi belanja Rendaarang/Jasa yang bernilai tinggi.
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

. Pengguna Anggaran (PA)

. Kuasa Pengguna Aggaran (KPA)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

. Pejabat Pengadaan (PP)

. Pokja Pemilihan

Agen Pengadaan

. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPPIRP).

. Penyelenggara Swakelola

Penyedia

TS Q D0 oW
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Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewengmgaggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. KRasgguna Anggaran adalah pejabat
yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanaklaagse kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negarbdga/Perangkat Daerah. Pejabat
Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewgaranleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapagakiatkan pengeluaran anggaran
belanja negara/anggaran belanja daerah. Pejabatgad®an adalah pejabat
administrasi/pejabat fungsional/personel yang lgagumelaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing. Kelkntf®ja Pemilihan adalah sumber
daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJkumtengelola pemilihan Penyedia.
Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usahan@agsanakan sebagian atau seluruh
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kgparca oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai plailberi pekerjaan. Penyelenggara
Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatacara Swakelola. Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah adalah Pelaku Usaha yangedigkan barang/jasa berdasarkan
kontrak.

Penyedia sebagai salah satu pelaku pengadaan weaagadiatur dalam Pasal 8
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentangb®ean Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/d#asariRtah sangat mempengaruhi
menentukan hasil/output/target dari suatu pengadesak dari segi kualitas, kuantitas, waktu
maupun lokasinya. Oleh karenanya diperlukan suatobmaan secara menyeluruh sehingga
barang/jasa yang disediakan akan menjadi lebihdeikwaktu ke waktu. Bentuk pembinaan
kepada Pelaku Usaha antara lain pemberian penamgkaipasitas, pemberian dukungan
untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerjagabevaluasi sekaligus umpan balik
kepada Pelaku Usaha, serta pengenaan Sanksi Bidtian. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentandp&ean atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Peheifejabat Pembuat Komitmen
(PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kjae

Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantsapperusahaan berlaku juga untuk
seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan. S&dftar Hitam yang dikenakan kepada
kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku jugakugantor cabang/perwakilan lainnya
dan kantor pusat perusahaan. Sanksi Daftar Hitarg gilkkenakan kepada perusahaan induk
tidak berlaku untuk anak perusahaan. Sanksi D&fttam yang dikenakan kepada anak
perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan indutkséBaftar Hitam berlaku sejak tanggal
Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku sfmomretroaktif). Penyedia yang terkena
Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan Jika kontrak pekerjaan tersebut
ditandatangani sebelum pengenaan sanksi. PeneSajpdési Daftar Hitam dilakukan melalui
tahapan yang meliputi :

a. pengusulan;

b. pemberitahuan;

c. keberatan;

d. permintaan rekomendasi;

e. pemeriksaan usulan; dan

f. penetapan.

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaiareri{&) merupakan aktivitas dan
proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam mafaksan pekerjaan berdasarkan
indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinatjautuhkan untuk meningkatkan kualitas
hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Peaydenilaian didasarkan pada kinerja
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Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai demam lingkup yang telah ditetapkan
dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) RaratBresiden Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomdralién 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitnf) [Remiliki tugas untuk melakukan
Penilaian Kinerja.

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaiareri{&) merupakan aktivitas dan
proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam mafaksan pekerjaan berdasarkan
indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinatjautuhkan untuk meningkatkan kualitas
hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Peaydenilaian didasarkan pada kinerja
Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dewmam lingkup yang telah ditetapkan
dalam kontrak.

Ruang Lingkup pengenaan sanksi daftar hitam melgarbuatan atau tindakan peserta
pemilihan /Penyedia yang dikenakan sanksi daftamhipenetapan sanksi daftar hitam; dan
penundaan dan pembatalan sanksi daftar hitam. tetemasa berlaku Sanksi Daftar Hitam
yaitu:

a. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Kiegan ditetapkan dan tidak
berlaku surut (non- retroaktif).
b. Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapatetesaikan pekerjaan lain, jika
kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebekmgenaan sanksi.

c. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaidimaksud huruf a, huruf b,
atau huruf ¢ dikenakan Sanksi Daftar Hitam selar(@ua) tahun.

d. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimimaksud huruf d atau
huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama ujdahun.

e. Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan pemusgbagaimana dimaksud
huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan SanksitBraHitam selama 1 (satu) tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentaagan dan pembahasan diatas,
penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu PesetaillRan/Penyedia dikenakan Sanksi
Daftar Hitam dalam hal Peserta pemilihan menyangmaiklokumen atau keterangan
palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yaegtdkan dalam Dokumen Pemilihan,
Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekdagkdengan peserta lain untuk mengatur
harga penawaran, Peserta pemilihan terindikasi kulk#a Korupsi, Kolusi, dan/atau
Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia, Pesedmilihan yang mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabatga@daan/Pokja Pemilihan/Agen
Pengadaan, Peserta pemilihan yang mengundurkaatduitidak menandatangani kontrak
katalog, Pemenang Pemilihan mengundurkan diri derd@san yang tidak dapat diterima
sebelum penandatanganan kontrak, Penyedia yan§ tidglaksanakan kontrak, tidak
menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusatrdk secara sepihak oleh PPK yang
disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; Reayedia tidak melaksanakan
kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimanangees8anksi daftar hitam (blacklist)
merupakan salah satu cara pemerintah mengatur gianparang/jasa untuk patuh pada
peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pem@arpenayangan penyedia barang/jasa
dalam Daftar Hitam Nasional dilakukan secara etelikr oleh LKPP melalui website
diharapkan mempermudah pengawasan pelaksanaarnhaert@nder

Akibat hukum dengan dikenakan sansi daftar hitatakReusaha dikenakan sanksi
tidak dapat mengikuti proses pemilihan barang $&tama satu sampai dua tahun. Pemberian
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sanksi tersebut ditayangkan secara nasional dalaaprdc sesuai dengan kriteria
pelanggaran. Oleh karena itu perlunya konsistehgiaa mengenai sanksi daftar hitam
dengan implementasi pengenaan sanksi dalam sigtemg, mana kewenangan ada pada
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa PemerBagh.pelaku usaha yang terkena
sanksi, harusnya juga tidak boleh mengikuti perailitbarang/jasa di swasta karena telah
memperoleh kinerja yang buruk dan hal ini beluntuttiperihal tersebut.
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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA
PERSEROAN PERSEORANGAN

Martin Setiawan® dan Miftakhul Huda?
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
setiawan_martin@yahoo.cd'jdniftakhul.huda@narotama.acid

ABSTRACT

This research aims to analyze and identify the rmmeisims of criminal liability that can be
applied to corporations within the context of spiteprietorships. The research methodology
employed is legal research, utilizing a principbggproach to law and utilizing primary and
secondary legal sources. Normative data is obtdinexigh an examination of regulations
related to corporate criminal liability in sole preetorships. Empirical data is derived from
literature or journals authored by legal practiéms) academics, or corporate representatives.
The results of this study reveal that corporatencral liability within the context of sole
proprietorships faces several challenges, incluthegdentification of perpetrators and roles
in corporate criminal activities, as well as theedeination of proportionate sanctions. This
study employs a general overview as one of the oastho draw conclusions. Further
comprehensive research is needed to gain a deemmrstanding of the complexities
involved in the application of criminal liabilityotcorporations within the unique context of
sole proprietorships.

Keywords : deregulation; corporation; PERPU; sole proprietorship; corporate criminal
liability

PENDAHULUAN

Dalam berwiraswasta, masyarakat dapat memilih mpelelsahaan persekutuan atau
perusahaan perseorangan untuk menjalankan bisnismyalapat dilakukan berdasarkan
jumlah pemilik perusahaan. Perbedaan yang mena#dakkedua jenis perusahaan tersebut
adalah perusahaan perseorangan merupakan badanyasahdidirikan dan dimiliki secara
eksklusif oleh satu individu pengusaha, tanpa aalgemilik atau mitra lain yang terlibat
dalam kepemilikan atau pengelolaannya. Di sisi, lpgrusahaan persekutdaualah bentuk
badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beparadividu pengusaha yang bekerjasama
dalam satu entitas bisnis yang sama, mereka betdraggung jawab, risiko, dan keuntungan
perusahaan secara bersama-sama.

Pemerintah selaku regulator melakukan bebemgagulasi untuk memudahkan
sektor wiraswasta dan para pelaku usaha dalam mie@rdbadan hukum usahanya, hal ini
dilakukan agar sektor wiraswasta semakin berkemlo@mgmampu menyerap tenaga kerja
dan menjalankan roda ekonomi negara. Langkah yagbd Pemerintah adalah melalui
penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undadgrg (Perpu) No.2 tahun 2022
tentang Cipta Kerja yang ditetapkan tanggal 30 Bse 2022 salah satu bentuk

! Muhammad, Abdul KaditHukum Perusahaan Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti), 1999, him 45.
2 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasiohtps://jdihn.go.id, diakses tanggal 8 Juli 2023
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deregulas pemerintah pada Undang-undang ini adalah memlrerkeamudahan dalam
mendirikan sebuah badan hukum, terutama dalamdmipan sebuah Perseroan Terbatas.
Pada saat sebelum berlakunya Perpu No.2 tahun P@2@asarkan Kitab Undang-undang
Hukum Dagang\Vetboek van Koophandel voor Indonesie) Bagian 3 Pasal 36 sampai dengan
54 serta Undang-undang No.40 tahun 2a6fitang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa
Perseroan Terbatas (PT) sekurang-kurangnya mendligjan Rapat Umum Pemegang
Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dalam hak&liuah Perseroan Terbatas terdiri dari
beberapa orang yang memiliki kewenangan masingagadan tercantum didalam Akta
Pendirian Perseroan. Dengan terbitnya Perpu Ndanta2022, Pemerintah membuat
terobosan bahwa sebuah perseroan terbatas big&athdhanya dengan satu orang yang
bertindak sebagai direktur dan pemegang saham alinggng berbentuk Perseroan
Perseorangan.

L atar Belakang Masalah

Dengan berlakunya Perpu No.2 tahun 2022, pemeriatah memberikan kemudahan
didalam sektor wiraswasta dan perekonomian, yai@laln kemudahan dalam pendirian
sebuah perseroan terbatas oleh masyarakat umum dapad dilakukan oleh satu orang
sebagai organ tunggal didalam Perseroan Terbaidsar(dPerseroan milik negara dan
Perseroan yang mengelola bursa efek, lebaga klilamgpenjaminan, lembaga penyimpanan
dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana dit UU tentang Pasar Modal) . Hal
ini merujuk pada pasal 109 Perpu No.2 tahun 2022&gymenyatakan bahwa pendirian
Perseroan Terbatas untuk kategori usaha mikro daih tkdak memerlukan 2 (dua) orang
atau lebih dalam proses pendiriannya. Implikasigyamuncul dengan berlakunya Perpu
tersebut adalah, 1 orang pun dapat mendirikan bePeaseroan Terbatas dengan kriteria
usaha mikro dan kecil, hal ini dilakukan pemerintaituk memberikan legalitas badan
hukum skala kecil serta mendorong peningkatan akosebesar 5,7% - 6%, meningkatkan
jumlah investasi dan investor yang masuk ke Indahes

Proses pendirian sebuah PT Perseorangan juga digahmmerujuk pada pasal 153A
Perpu No.2 tahun 2022, pendirian sebuah Perseremedtangan hanya berdasarkan Surat
Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia damilipeperusahaan hal ini berbeda
dengan pendirian PT pada umumnya yang harus mealgumkta Notaris. Dengan adanya
deregulasi dan kemudahan-kemudahan yang diberdgarempntah dalam mendirikan sebuah
PT menyebabkan banyak muncul usaha-usaha kecil behentuk badan hukum dengan
legalitas yang diakui oleh pemerintah dan adanyaygseran dari pelaku usaha, dari
sebelumnya banyak pelaku usaha mikro dan kecil yaegilih bentuk hukum CV dalam
berusaha menjadi PT Perseorangan. Sebelum ber@alRemnpu No.2 tahun 2022, pemilihan
CV lebih populer karena karena persepsi yang berédgoelaku usaha kecil adalah
pembentukan PT memerlukan biaya mahal dibandingkambentukan badan hukum / usaha
lainnya. Salah satu kelemahan dari CV adalah tatldn pemisahan harta kekayaan antara
perusahaan dengan pemilik, sehingga ketika tepgailit pada CV, maka harta pemilik juga
ikut terbawa untuk menyelesaikan kewajiban CV ybhalym terselesaikan. Hal ini berbeda
dengan PT, diaman harta perusahaan dan harta pemeitupakan dua hal yang terpisah dan
tidak dapat disangkut pautkan, sehingga apabilanBiigalami pailit, maka hanya aset-aset
PT yang digunakan untuk menyelesaikan dan menwwajiban PT dan tidak melibatkan
harta pemilik / organ PT lainnya.

3 .

Ibid.
* Prabowo, Adhi Setyo et aPplitik Hukum Omnibus Law Di Indonesia, (Pamator Journal 13, no. 1), 2020, 1-6,
him.1
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Terkait konsepsi PT, pada Pasal 1 angka 1 Undanigst¢nNomor 40 Tahun 2007,
dijelaskan bahwa badan hukum yang termasuk dalaegda persekutuan modal didirikan
berdasarkan perjanjian tertentu, yang mana merefakokan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang sepenuhnya dibagi dalam bentuk saharhattas memenuhi semua persyaratan
yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut rtaesaturan pelaksanaannya.
Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 2, dinyatakan b&bwgan Perseroan adalah Rapat Umum
Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris“. Ketentuan-ketentuan tersebut, dapat
diartikan bahwa konsep dasar dari Perseroan Terlzatalah suatu usaha yang berbentuk
asosiasi modal, melibatkan para pemegang saharg, emiliki tanggung jawab terbatas
hanya pada jumlah modal dasar yang telah ditempatka disetorkan. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas mempalatu bentuk usaha di mana para
pemegang saham memiliki keterlibatan dalam modal tdaggung jawab terbatas sesuai
dengan jumlah saham yang dimiliki dan modal yamghteisetor. Apabila konsep ini ditarik
kedalam Perseroan Perseorangan, maka orang peaorgagg bertanggung jawab penuh
adalah pemilik sekaligus direktur PT tersebut, tikakan pemegang saham dan penyetor
modal adalah 1 orang yang sama, maka tanggung jpeabh berada pada pemilik PT,
namun tidak diatur secara spesifik sampai sejautarbatasan pemilik, karena didalam Surat
Pernyataan Pendirian Perseroan Perseorangan padanym tidak memuat batasan dan
rincian tanggung jawab pemilik, hal ini berbedageenmPT yang didirikan oleh 2 orang atau
lebih yang pengaturan tugas, wewenang dan tanggawgb masing-masing organ PT
tercantum secara jelas dan rinci didalam Akta RemdPT. Bahkan sebelum pendirian PT,
pada umumnya didahului oleh pembuatan perjanjigaramara pendiri badan tersebut yang
memuat segala sesuatu tentang pendirian badan efabagian keuntungan serta berapa
besaran modal yang harus disetorkan masing-masndinp Hal ini yang tidak ditemui
didalam Perseroan Perseorangan, dimana didalaner®amnsPerseorangan, pendiri mutlak
sebagai pemegang 100% saham dam pemodal utamatmsns

Beberapa peraturan yang dijadikan dasar pendiridh tBrus mengalami
perkembangan, untuk saat ini beberapa peraturag yipergunakan untuk pendirian
Perseroan Perseorangan antara lain :

1. PERPU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja,

2. PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlgastudan pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

3. PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Paaseberta Pendaftaran Pendirian,
Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenitdgrid Untuk Usaha Mikro dan
Kecll,

4, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 TahunZ2@nhtang Syarat Dan Tata
Cara Pendaftaran, Pendirian Perubahan Dan PembuBadan Hukum Perseroan Terbatas.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Peraturan- peraturan tersebut diatas mengatur rhagai badan tersebut didirikan
hingga proses pembubarannya.

Namun selain beberapa dampak positif yang tintiebberapa permasalahan baru juga
muncul salah satu diantaranya adalah suatu Penssefarusnya tidak boleh sepenuhnya
dikuasai atau dikontrol oleh satu pihak saja. Gd@tena itu, adanya saham minoritas menjadi
sangat penting sebagai upaya untuk menciptakannkesegan dalam struktur kepemilikan
perusahaan. Jika satu pihak saja yang mengendaéaruh saham dalam Perseroan, maka
prinsip dan peraturan yang mengatur kepemilikarasaminoritas tidak akan berlaku atau
menjadi tidak relevan.

Konsep memiliki dua pemegang saham yang berbedgadiehal yang sangat
diperlukan dalam konteks ini, karena hal ini menjamadanya konsistensi dan
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pertanggungjawaban terbatas terhadap perusahaagaledanya dua pemegang saham
yang berbeda, setiap pihak memiliki peran dan kibamajyang jelas, sehingga mencegah
terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihala g&tu individu atau entitas dalam
pengambilan keputusan dan pengendalian perusahBensip ini juga membantu
mewujudkan tanggung jawab terbatas yang berlakandaPerseroan, di mana setiap
pemegang saham hanya bertanggung jawab atas keratia kewajiban sesuai dengan
sebagian saham yang dimilikinya, tanpa harus mepamggbeban penuh atas seluruh aspek
perusahaan. Karena Perseroan Perseorangan hangamaepemegang saham tunggal maka
ketika timbul suatu permasalahan atau ketika dhkao pengambilan keputusan yang
membawa dampak signifikan bagi perusahaan, makatlksgn yang diambil tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara obyektif.

Dalam konteks Perseroan Perorangan, terdapat pemibasignifikan pada
pembubaran Perseroan yang tidak lagi memerlukaseprpembuatan akta notaris, yang
mana berbeda dengan PT yang diatur dalam Undangrgdrilerseroan Terbatas. Sebaliknya,
PT hanya dapat berbentuk badan hukum setelah mathdappengesahan dari Kementrian
Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan PengesahadiRan PT / SKPT. Adanya SKPT
menjadi sangat penting dalam dunia usaha, karemgadeadanya SKPT, perusahaan
diharapkan dapat melakukan tindakan hukum denghaakpketiga secara sah dan resmi.
Surat Keputusan Pendirian ini menjadi bukti bahwatéah terdaftar sebagai badan hukum
yang sah dan diakui oleh pemerintah, sehingga mekabekepastian hukum dalam transaksi
dan kegiatan bisnis dengan pihak lain. Dengan damilproses pengesahan ini membawa
dampak signifikan bagi perusahaan untuk mendapatans dan legalitas yang diperlukan
dalam menjalankan kegiatan bisnis dan berintexdsgan pihak eksternal.

Deregulas yang dilakukan pemerintah juga membawa kemudakamikahan
tentang pembubaran perseroan perseorangan, namuodékean yang diberikan juga
menimbulkan rentetan permasalahan baru ketika belpeaseroan perseorangan dengan
mudahnya dibubarkan, terutama dalam hal pertangawagan permasalahan hukum yang
muncul ketika perseroan tersebut berjalan. Seceseliruhan, kemudahan pembubaran
perseroan perseorangan membawa beberapa keuntlzgam pengelolaan dan fleksibilitas
bisnis, tetapi juga memiliki dampak negatif yangngikan, terutama terkait tanggung jawab
pribadi pemilik, keterbatasan sumber daya, dakaiserhadap keberlanjutan usaha. Pada
perseroan perseorangan, kepemilikan dan pengendsdenuhnya berada di tangan satu
orang pemilik, sehingga proses pengambilan kepotdsa tindakan lebih cepat dan lebih
fleksibel. Didalam pengelolaan perseroan juga lebibhdah karena dalam perseroan
perseorangan, semua keputusan terkait pengelodanpgrasional perusahaan diambil oleh
pemilik tunggal, yang memungkinkan untuk lebih mudga mengadaptasi strategi bisnis,
melakukan inovasi, dan merespons perubahan pasayamecepat tanpa keterbatasan
berdasarkan keputusan kolektif. Selain itu Perserparseorangan umumnya memiliki
struktur perpajakan yang lebih sederhana dibandimglengan badan usaha yang berbentuk
badan hukum, seperti PT. Pemilik tunggal dapat nmémadkan mekanisme perpajakan yang
lebih mudah dipahami dan dikelola, sehingga memgirkompleksitas administrasi
perpajakan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ineads¢bagai berikut:
Apa bentuk pidana korporasi yang dilakukan olelsg@mran perseorangan? Dan siapa yang
bertanggung jawab atas pidana korporasi yang dieakperseroan perseorangan?
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum / legadearch dan dilakukan dengan
mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai tdata yang menjadi fokus analisis
untuk mengkaji dan menganalisis kasus yang relevsehingga tidak diperlukan
pengumpulan data dari penelitian lapangan atauakde langsung dengan responden.
Dengan mengadopsi pendekatan penelitian normaghelgian ini difokuskan pada
eksplorasi dan analisis berbagai sumber bahan kaustaau data sekunder yang relevan
untuk memahami konsep, regulasi, dan peraturanrhuylang berkaitan dengan kasus yang
diteliti.

Sebagai penelitian normatif, metode yang digunak@dalah analisis data sekunder
dari bahan kepustakaan yang meliputi berbagai sumbkumen seperti undang-undang,
peraturan perundang-undangan, keputusan pengaglilaal ilmiah, buku-buku referensi,
dan literatur hukum lainnya. Dengan menggunakamamdiahan kepustakaan sebagai sumber
data utama, penelitian ini bertujuan untuk memgérgemahaman mendalam mengenai isu
hukum yang berkaitan dengan kasus yang diselidikipda perlu melakukan penelitian
lapangan untuk pengumpulan data primer.

Fokus utama penelitian ditujukan pada obyek perlahsaa yang terkait dengan asas-
asas hukum ("rechtsbeginselen”), sistematika hulkomsepsi hukum, dan isi kaidah hukum
yang terkait dengan tindakan pidana yang dilakukarta implikasi hukumnya bagi pelaku.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian inehdagndekatan yuridis normatif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dar

- Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yangiiike sifat otoritatif dan
berasal dari atau terdiri dari peraturan perundamggngan, putusan pengadilan, atau risalah
yang menjadi dasar dalam penyusunan perundang-gadaAntara lain :

1. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun;1945

2. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum PésdA KUH Perdata), stb.
1847,

3. Wetboek van koopenhandel Indonesia (Kitab Undandadg Hukum Dagang
Indonesia), S.1847-23;

4, PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindudgampemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 20&itang Syarat Dan Tata
Cara Pendaftaran, Pendirian Perubahan Dan Pembubadan Hukum Perseroan Terbatas.

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yangpunelberbagai sumber hukum
yang berasal dari berbagai dokumen seperti bukoaljupenelitian hukum, serta pendapat
para ahli hukum, maupun publikasi yang secara lhbstkaitan dengan permasalahan yang
sedang diangkat dalam penelitian . Dalam peneliaiahan hukum sekunder berfungsi
sebagai referensi atau sumber tambahan yang memgluan memberikan legitimasi
terhadap argumen yang diajukan dalam penelitiammpeekaya wawasan pembaca dengan
perspektif berbeda, serta memberikan dasar baglipamtuk mengembangkan pemikiran
mereka tentang isu hukum yang sedang dipelajari.

Dalam rangka mencapai hasil yang obyektif, dapagrtiitnggungjawabkan dan dapat
dibuktikan kebenarannya, dilaksanakan studi kegasta yang mendalam untuk
mengumpulkan beragam bahan hukum yang relevan. &dmban hukum yang telah
terkumpul, baik yang termasuk dalam kategori bghamer maupun bahan sekunder, akan
diproses, dianalisis, dan dikonstruksi secara tatdldan/atau kuantitatif . Dalam melakukan
penelitian ini, metode induktif digunakan, di maeneliti akan melakukan pemeriksaan dan
analisis terhadap fakta-fakta yang ada, dan dasil l@malisis tersebut, kesimpulan atau
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pernyataan secara umum akan diambil. Dengan demikara induktif adalah pendekatan
berpikir yang berasal dari hal-hal khusus dan $gegang kemudian digeneralisasikan ke
tingkat yang lebih umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan adalah salah satu bentuk badan usahdigsungoleh perundang-undangan
untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan menggunaiadal yang terbagi dalam bentuk
saham. Perseroan memiliki status sebagai badanmhuylang terpisah dan mandiri dari
pemiliknya, yang berarti perseroan memiliki hak #awajiban hukum sendiri yang terpisah
dari hak dan kewajiban hukum pemiliknya. Mulhadnddindyo Pramono, ahli hukum
perdata menyatakan bahwa PT memiliki karakteristémiliki kekayaan sendiri, anggaran
dasar disahkan oleh Menteri, memiliki pengurus, rhkintujuan yang hendak dicapai serta
memiliki kepentingan sendfti

Dalam hukum, perseroan memiliki karakteristik yangmbedakannya dari bentuk
badan usaha lainnya. Salah satu ciri khas darepmas adalah adanya kepemilikan modal
yang diwakili oleh saham-saham. Para pemegang satemliki bagian kepemilikan dalam
perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimii&untungan yang diperoleh dari
operasi bisnis perseroan akan dibagi dalam benta#teth berdasarkan jumlah saham yang
dimiliki oleh setiap pemegang saham. Selain ituisg®an memiliki identitas hukum
tersendiri yang terpisah dari pemilik atau pengerseroan. Artinya, perseroan memiliki
kemampuan untuk memiliki harta, mengadakan kontnalenggugat dan digugat di
pengadilan, serta melakukan berbagai tindakan hulainmya. Hal ini berarti perseroan
dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mandmi rdemiliki kapasitas hukum untuk
menjalankan operasional bisnis dan berinteraksyaepihak-pihak lain di dalam maupun di
luar perusahaan. Perseroan juga memiliki tanggamgl) terbatas terhadap pemiliknya.
Tanggung jawab terbatas ini berarti pemilik hanyatdanggung jawab atas utang dan
kewajiban perseroan sebatas jumlah modal yang telateka setor. Dengan kata lain,
pemilik tidak harus menanggung utang perusahaargaterharta pribadi mereka jika
perseroan mengalami kebangkrutan atau kesulitaaniggzun.

Pengertian Perseroan perseorangan dari sisi hudatahasebuah bentuk badan usaha
yang diatur dalam hukum perusahaan, di mana sdividn memiliki dan mengendalikan
sepenuhnya perusahaan tersebut. Perseroan pegseoratialah badan usaha yang berdiri
sebagai entitas terpisah dari pemiliknya, memitda@ntitas hukum sendiri, dan diakui oleh
undang-undang sebagai subjek hukum yang mandiskiden dijalankan oleh satu individu,
perseroan perseorangan memiliki tanggung jawabrhukang terpisah dari tanggung jawab
pribadi pemiliknya. Salah satu ciri khas dari peyae perseorangan adalah bahwa
pemiliknya bertanggung jawab secara penuh ataguan kewajiban perusahaan. Dalam
situasi di mana perseroan mengalami masalah kenamiga kebangkrutan, pemilik akan
memikul tanggung jawab tak terbatas, sehingga lpaitb@di pemilik dapat digunakan untuk
membayar utang perusahaan. Secara umum terkaijuaggawab keuangan perseroan
perseorangan lebih menyerupai CV, namun perbedaardasar adalah CV bukan badan
hukum, sedangkan perseroan perseorangan adalah hakam. Konsep ini memberikan
keuntungan bagi pemilik karena memungkinkan petegho bisnis yang lebih fleksibel,
pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan kemampotuk merespons perubahan pasar

® Pramono, NindyoPerbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara, Guru Besar Hukum Bisnis
Fakultas Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasibhmaly
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dengan lebih efektif. Namun, juga menyiratkan osikang tinggi bagi pemilik karena
tanggung jawab pribadi atas perusahaan.

Dalam konteks hukum, perseroan perseorangan medbaiternatif bagi pengusaha
yang ingin memiliki dan mengelola bisnis secara divartanpa harus berbagi kepemilikan
dengan pihak lain. Meskipun demikian, pemilik hamemahami implikasi hukum dari
tanggung jawab pribadi yang melekat pada jenis bagaha ini, dan berhati-hati dalam
mengelola keuangan perusahaan untuk menghindi&o kemungkinan kebangkrutan yang
dapat berdampak pada harta pribadi mereka. Persperaeorangan memiliki keuntungan
dalam pengendalian penuh dan kepemilikan tunggtdpit juga memiliki kerugian dalam
tanggung jawab pribadi yang tak terbatas, keteshatssumber daya, keterampilan dan
pengalaman, serta ketahanan bisnis. Pemilihan lbdr@dan usaha harus dipertimbangkan
dengan cermat, dengan mempertimbangkan kebutuhanisiko yang terkait dengan jenis
badan usaha yang paling sesuai dengan tujuan darbignis pemilik serta kemampuan
pemilik perusahaan dalam mengelolanya.

Bentuk-bentuk pidana korporas yang dilakukan oleh perseroan perseorangan ditinjau
dari sist Hukum Dagang

Dalam membahas sebuah pidana korporasi pada pamspeyseorangan mengacu
pada tanggung jawab pidana yang dapat dikenakaadkeperusahaan yang berbentuk
perseroan perseorangasolé proprietorship) atas tindakan pidana yang dilakukan oleh
perusahaan tersebut atau oleh individu yang terliladam pengelolaan atau operasional
perusahaan. Dalam konteks ini, perseroan persemmadigpandang sebagai subjek hukum
yang terpisah dari pemiliknya, sehingga perusali@pat bertanggung jawab secara hukum
atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yaerkait dengan perusahaan meskipun
pemilik perusahaan dan susunan pengurus adalahosatyg. Jenis pidana korporasi yang
dapat dikenakan pada perseroan perseorangan mdigrbagai kejahatan yang dilakukan
dalam lingkup bisnis perusahaan, seperti penipeaarkgan, penggelapan dana, pelanggaran
lingkungan, pelanggaran hak pekerja, atau pelaagg&@ukum persaingan usaha. Jika
perusahaan atau individu yang terlibat dalam peaserperseorangan terbukti bersalah
melakukan tindakan pidana, mereka dapat dikengissdrukum yang mencakup denda,
hukuman penjara, pencabutan izin usaha, atau kandpgybisnis.

Dalam banyak vyurisdiksi, tanggung jawab pidana smmaan dibedakan dari
tanggung jawab pidana individu yang terlibat dajggrusahaan. Ini berarti perusahaan dapat
dipertanggungjawabkan secara terpisah dari penaitdu manajemen perusahaan yang
melakukan tindakan pidana. Penerapan pidana kaipgrada perseroan perseorangan
bertujuan untuk memberikan insentif kepada perwsahmtuk mematuhi hukum dan etika
bisnis, serta melindungi masyarakat dari prakténis yang merugikan atau ilegal. Namun,
penting untuk diingat bahwa tanggung jawab pidaraugahaan juga dapat mencakup
pemilik atau individu yang bertanggung jawab atasgelolaan perusahaan jika mereka
terbukti terlibat langsung atau terlibat dalam &kan pidana. Bentuk pidana korporasi pada
perseroan perseorangan antara lain :

1) Pidana Korporasi terkait dengan Manajemen Keuangamnseroan perseorangan
dapat terlibat dalam tindakan pidana yang berkaitengan manajemen keuangan
perusahaan, seperti penggelapan dana, penipuanpetdalsuan laporan keuangan.
Jenis pidana ini bisa melibatkan individu dalamugahaan yang bertanggung jawab
atas keuangan, seperti direktur keuangan atau iggreilusahaan.

2) Pidana Korporasi terkait dengan Kesehatan dan &esgén Kerja. Perseroan
perseorangan juga dapat dipertanggungjawabkartiatik pidana terkait kesehatan
dan keselamatan kerja, seperti kecelakaan kerjaakelalaian atau pelanggaran
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peraturan keselamatan kerja. Perusahaan harus tilemastandar keselamatan dan

kesehatan kerja yang ketat untuk melindungi karyesiaan pihak lain yang terlibat.

3) Pidana Korporasi terkait dengan Lingkungan. Pesserperseorangan juga dapat
terlibat dalam tindakan pidana terkait lingkungaseperti pencemaran atau
pengrusakan lingkungan. Perusahaan harus memaguatuman lingkungan yang
ketat dan bertanggung jawab atas dampak lingkudgerkegiatan bisnisnya.

4) Pidana Korporasi terkait dengan Persaingan UsabeseRan perseorangan juga
dapat melanggar hukum persaingan usaha, sepertopuobbnatau kartel yang
merugikan pasar dan konsumen. Pelanggaran hukursaipgan usaha dapat
mengakibatkan denda dan sanksi serius bagi peasaha

5) Pidana Korporasi terkait dengan Pencucian UangTdiatiakan Korupsi. Perseroan
perseorangan juga dapat terlibat dalam pidanaitgukacucian uang dan tindakan
korupsi, seperti memberi suap atau menerima sulamdaansaksi bisnis. Pidana ini
dapat mencoreng reputasi perusahaan dan mempendeaephrcayaan publik
terhadap perusahaan.

Penting untuk diingat bahwa dalam perseroan peaesgan, tanggung jawab hukum
dapat mencakup perusahaan itu sendiri sebagai badamm terpisah dan pemilik pribadi
yang memiliki kendali atas perusahaan. Oleh kartenaalam kasus tindak pidana korporasi,
baik perusahaan maupun individu tetap dapat dipggtangjawabkan secara hukum.

Pihak yang bertanggung jawab atas pidana korporas yang dilakukan perseroan
per seorangan menurut Hukum Pidana
Pidana korporasi perseroan perseorangan adal&h istiikum yang mengacu pada

tanggung jawab pidana individu dalam sebuah peassahtau korporasi terkait pelanggaran
hukum yang terjadi dalam konteks bisnis. Dalam hulpidana, individu yang merupakan
bagian dari manajemen atau pimpinan korporasi ddipaiggap bertanggung jawab secara
pribadi atas tindakan atau keputusan yang menyabaljelanggaran hukum oleh
perusahaan. Didalam perseroan perseorangan, henagtbertanggung jawab adalah pemilik
perseroan karena pemilik dan direksi adalah satusatyan orang. Namun
pertanggungjawaban pemilik perseroan perseoranggntgtap diatur, didalam Perpu Cipta
Kerja pasal 153J nomor flyang menyebutkan bahwa “(1) Pemegang saham Pansero
untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawabara pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggwadp jatas kerugian Perseroan melebihi
saham yang dimiliki”. Hal ini berarti bahwa tanggu@awab pemilik perseroan didalam hal
finansial hanya terbatas sesuai dengan dana ataalngang disetorkan dan dibukukan
didalam perseroan, akan tetapi hal ini dibatash alemor (2) yang menyatakan bahwa
ketentuan nomor (1) diatas tidak berlaku apabila :

() Pemegang saham yang bersangkutan terlibat daldbngian melawan hukum yang

dilakukan oleh Perseroan,
(i) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsurgumédak langsung dengan
iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepgatimpribadi, atau
(i) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsungumaidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,nyangakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi uRergeroan.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalamnjaamihak-pihak yang bertanggung
jawab terhadap munculnya tindakan pidana padanoars@erseorangan adalah:

® Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasidoalit.
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A. Tanggung Jawab Korporasi. Perseroan perseorangailiknéanggung jawab hukum
yang terpisah dari pemiliknyalalam hal melanggar hukum atau melakukan tindakan
pidana. Jika perusahaan terbukti bersalah melaktikalakan pidana, perusahaan
dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda atngkn berbisnis.

B. Tanggung Jawab Pemilik. Meskipun perseroan persgaramemiliki entitas hukum
terpisah, pemilik perusahaan dapat dipertangguradjlian secara pribadi jika
terbukti terlibat langsung dalam tindakan pidanaug&haan. Ini berarti pemilik
perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindaldangiyang dilakukan oleh
perusahaan.

C. Manajemen dan Karyawan. Selain pemilik, manajeman kiryawan perusahaan
juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannpidgang dilakukan dalam
lingkup bisnis perusahaan. Hal ini tergantung pkekrlibatan dan peran masing-
masing individu dalam tindakan pidana.

D. Upaya Pencegahan. Perusahaan harus mengadopakkahijan prosedur yang ketat
untuk mencegah tindakan pidana dalam lingkup higais Implementasi tindakan
pencegahan seperti pelatihan etika, pengawasanahtean sistem pengaduan dapat
membantu mengurangi risiko pidana dan memastikpatkban hukum.

E. Sanksi Pidana. Jika perseroan perseorangan terbeigalah melakukan tindakan
pidana, perusahaan dapat dikenai sanksi pidangpdetenda yang besar atau
pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan untukmberikan efek jera dan
mencegah perusahaan melakukan tindakan pidanasdi mendatang.

Didalam perseroan perseorangan dikenal dokigrcing the corporate veil®, doktrin
ini muncul akibat tanggung jawab pribadi yang tatbatas ynlimited liability) dari pemilik
perusahaan. Doktripiercing the corporate veil muncul sebagai respon terhadap ketegangan
antara rigiditas prinsip yang melarang pemegangraabertanggung jawab atas utang
perseroan melebihi investasinya, namun sekaliguswyatari bahwa menghapuskan
pertanggungjawaban terbatas dapat menggangguiingsiuk berinvestasi. Tindakan pidana
korporasi perseroan perseorangan mencakup berlaagak hukum yang terkait dengan
operasional dan keputusan bisnis yang diambil midividu tersebut. Misalnya, jika seorang
eksekutif perusahaan terlibat dalam tindakan koyygenipuan keuangan, atau pelanggaran
lingkungan, mereka dapat dihadapkan pada tuntutlang@ atas peran dan tanggung jawab
pribadi mereka dalam tindakan tersebut.

Penting untuk diperhatikan bahwa penerapan pertergggwaban pidana korporasi
pada perseroan perseorangan dapat bervariasi loiadaeryurisdiksi dan tergantung pada
undang-undang yang berlaku dilokasi tersebut. Tugari pidana korporasi perseorangan
adalah untuk menegakkan keadilan dan memastikamalitas individu dalam perusahaan
atas tindakan yang mereka lakukan. Hal ini dapabhcegah terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan dan pelanggaran hukum dalam kontekssbiSeiain itu, sanksi pidana juga
berfungsi sebagai efek jera bagi individu dan mgakbaenereka untuk terlibat dalam tindakan
yang merugikan masyarakat dan lingkungan

" Nurnaningsih Rita dan Dadin Solihidedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum
Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), (Jurnal Syntax
Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 1, 8p.2020, 55-64. him.56

8 Zulhidayat, Muhammad dan Milatul AslamiyaPertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan
Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja, (Jurnal llmu Hukum Vol 4, No. 1), 2021, him.130
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KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada persepesseorangan menyoroti
pentingnya memahami dan menegakkan tanggung jawkibnh perusahaan atas tindakan
pidana yang dilakukan oleh individu-individu yargylibat dalam operasional perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perseroasgmangan dapat dianggap bertanggung
jawab atas tindakan pidana, seperti korupsi, peacam lingkungan, atau kejahatan
keuangan yang dilakukan oleh pegawai, manajer, atuiliknya. Penelitian ini juga
menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang dal@mbarlakukan pidana korporasi,
mengingat dampaknya terhadap perusahaan dan penkdittlainnya. Penerapan pidana
korporasi harus dilakukan dengan landasan bukg yaat dan berdasarkan prinsip keadilan,
agar dapat menghindari dampak negatif dan membekgpastian hukum.

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yaerpdryga bagi pengembangan
hukum korporasi dan perlindungan lingkungan. Dipkam hasil penelitian ini akan
membantu dalam membangun lingkungan bisnis yangh I&ertanggung jawab dan
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
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